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ABSTRAK 

KHAIRUNISA, Nomor Stambuk 105640214915 menyusun skripsi dengan 

judul: “Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral (New Makassar Mall)” 

di bawah bimbingan Dr. Djaelan Usman, M.Si dan Dr. Sudarmi, M.Si. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendekatan Keamanan, 

Pendekatan Demokratis dan Pendekatan Rekonsiliasi dalam penyelesaian Konflik 

Relokasi Pasar Sentral (New Makassar Mall). Tipe penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan wawancara 

langsung dengan informan yang sehubungan dengan masalah yang diteliti serta 

ditunjang oleh data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan pada relokasi 

pasar belum kondusif karena masih banyaknya bentrok susulan yang membuat 

konflik relokasi ini belum berakhir dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak 

masih terus dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut. Pendekatan 

demokratis (resolusi konflik) yang dilakukan pemerintah dengan cara persuasif 

dan negosiasi menjadi media komunikasi yang dilakukan selama relokasi berjalan 

hingga sekarang, melalui pendekatan ekonomi pemerintah terus berusaha untuk 

meminimalisir konflik yang terjadi. Sedangkan pendekatan rekonsiliasi pada 

relokasi pasar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan konflik 

belum bisa sepenuhnya berakhir damai. Tidak adanya kesadaran pedagang atas 

tanggung jawabnya kepada pengembang yang menyebabkan timbulnya konflik 

dalam relokasi pasar sentral ini. 

 

Kata Kunci: Tata Kelola Konflik, Relokasi Pasar Sentral 
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BAB I
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan 

sosial dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang 

dengan mengharapkan imbalan uang. Pasar memiliki peran penting terhadap 

perkembangan perekonomian suatu Negara. Pasar terbagi menjadi beberapa 

bagian salah satunya yaitu pasar sentral. Pasar sentral adalah pusat proses 

transaksi jual beli yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat.  

Salah satu pusat perdagangan di Makassar ialah pasar sentral, pasar sentral di 

namai pasar semitradisional karena selain menjual berbagai barang kebutuhan 

primer seperti sandang, pangan dan papan, pasar sentral Makassar juga menjual 

kebutuhan sekunder seperti buku, kursi, lemari, alat-alat elektronik dll (Sari, 

2014:1). 

Sosiologi memandang pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan 

pembeli, yang bertemu di suatu tempat tertentu dan terjadinya kesepakatan di 

antara penjual dan pembeli sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar di antara 

mereka. Pasar dapat dipandang dari sudut yang berbeda misalnya pasar 

merupakan suatu kegiatan ekonomi yang padat dengan jaringan sosial yang penuh 

dengan konflik dan persaingan (Damsar & Indrayani, 2009:254). Seiring 

berkembangnya zaman, pasar mulai ikut berkembang dan mulailah banyak sekali 

muncul pasar-pasar modern di sekitar pasar sentral makassar seperti MTC dan 
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Kerebosi. Baik pasar tradisional maupun modern masing-masing mempunyai 

daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya, akan tetapi dalam penelitian ini 

melihat pasar sentral sudah mulai kurang pengunjungnya disebabkan sudah 

banyaknya pasar modern yang di bangun di sekitar pasar tersebut. 

Pasar tradisional yang dulunya dapat dilihat sebagai tempat kegiatan jual 

beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini telah menjadi tempat yang 

telah didesain oleh para pelaku usaha yang memiliki kapital yang besar dengan 

tawaran citra yang dapat memanjakan konsumen seperti adanya kenyamanan saat 

berbelanja, kemudahan, variasi produk yang semakin meningkat. Lahirnya pasar 

modern ternyata mendatangkan masalah baru berupa hilangnya hasil pertanian, 

perikanan dan peternakan dalam meja makan masyarakat Indonesia khusunya. 

Disisi lain, pasar tradisional semakin terasingkan karena kurang mampu bersaing 

dengan pasar modern, yang pada dasarnya sebagian besar masyarakat yang 

berdagang banyak menggantungkan hidupnya pada kegiatan ekonomi pasar 

tradisional. Modernisasi terhadap sektor perdagangan membuat semakin 

tergerusnya pasar tradisional, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang 

mengizinkan pembangunan banyak pasar modern dengan jarak yang terlalu dekat 

dengan tempat pasar tradisional. 

Diketahui pasar sentral adalah pasar terbesar pertama di Makassar yang di 

bangun pada tahun 1991-1992 oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) status 

Hak Guna Bangunan (HGB) atau sistem `Build Operate and Transfer` (BOT) 

dengan pemakaian selama 25 tahun dan berakhir pada tahun 2016 sesuai kontrak 

kerja sama dan selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kota secara utuh. Namun 
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dalam perjalanannya, pasar sentral terbakar sebanyak dua kali yakni pada 27 juni 

2011 kemudian disusul kebakaran kedua pada 11 januari 2014 (Rangga, 2017:8-

9). Pemerintah kota menggandeng pihak swasta untuk melakukan penataan 

terhadap keberadaan pasar sentral melalui upaya pembangunan kembali pasar 

sentral pasca kebakaran dan merelokasi pedagang ke pasar yang baru dengan 

alasan, tempat penjualan sebelumnya merupakan fasilitas umum yang hanya 

sebagai tempat penjualan sementara bagi pedagang yang mengalami kebakaran 

tempat penjualannya. Pada 7 Mei 2014 kebakaran terakhir yang menghancurkan 

ratusan kios pedagang sehingga menyebabkan para pedagang tidak dapat 

melaksanakan aktivitasnya. 

Kebakaran terakhir pada tahun 2014 tersebut bertepatan sehari setelah 

dilantiknya wali kota makassar, Moh Ramdhan Pamanto, penulis memfokuskan 

pada pemerintahan beliau sebagai acuan untuk penjelasan terkait penelitian ini. 

Setelah kebakaran yang melanda pasar sentral, pasar darurat atau penampungan di 

buka oleh pemerintah supaya proses jual-beli di pasar tersebut tetap berlangsung. 

Hal tersebut memicu terjadinya kemacetan yang ada di sepanjang jalan di depan 

pasar tersebut. Terlebih pada pagi dan sore hari pada jam berangkat dan pulang 

bekerja. Kemacetan menjadi parah dan sulit untuk di tertibkan. Melihat 

permasalahan tersebut, pemerintah di tuntut harus membuat suatu kebijakan yang 

di harapkan mampu mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Maka dari 

itu pemerintah mengambil kebijakan mengubah wajah pasar tradisional menjadi 

pasar yang berkonsep modern baik dari fisik maupun non-fisik. Fenomena upaya 

pemerintah mengubah wajah pasar tradisional menjadi pasar modern, yang 
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dilakukan pemerintah dengan jalan relokasi. Relokasi merupakan pemindahan 

suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi yang di maksud dalam penelitian ini 

yaitu pemindahan lokasi pasar dari satu tempat ke tempat lain dengan alasan-

alasan tertentu. Pemilihan lokasi pemindahan juga berdasarkan aturan dan 

pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. 

Relokasi pasar sentral (New Makassar Mall) dengan upaya pemerintah 

dalam menata kotanya untuk mewujudkan kota yang tertib, aman dan nyaman. 

Hal tersebut sudahlah menjadi kewajiban yang harus di lakukan oleh pemerintah 

kota. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menata sebuah 

kota, misalnya dengan membuat akses jalan yang nyaman sehingga alat 

transportasi berjalan dengan lancar, hingga merelokasi sebuah tempat-tempat 

umum agar layak digunakan oleh masyarakat, dengan tujuan masyarakat lebih 

nyaman dalam bersosialisasi maupun berinteraksi dalam kesehariannya (Sudarna, 

2014:1). Dengan dilaksanakan relokasi pasar diharapkan bertambahnya jumlah 

pengunjung maka bertambah juga pendapatan para pedagang, pengembang dan 

pemerintah untuk kedepannya. 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan, Pemberdayaan penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern 

menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan perlindungan dan 

pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Kota 

Makassar. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah pasar dibahas dalam 

peraturan daerah tersebut. 
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Relokasi pasar sentral tidak sepenuhnya berjalan seperti apa yang di 

harapkan. Ada sebagian pedagang yang menerima keputusan pemerintah setempat 

untuk pindah ke New Makassar Mall dan ada pula sebagian pedagang yang 

menolak di relokasi, hal ini di sebabkan biaya kios & los yang dikeluarkan oleh 

pengembang yang terlalu mahal, kesepakatan awal sesuai Keputusan Direksi 

Perusahaan Daerah Makassar Raya Kota Makassar menetapkan harga jual untuk 

semua lantai pada bangunan Pasar Sentral/New Makassar Mall dari biaya 

bangunan kontruksi yaitu sebesar Rp. 42.158,628,02 (empat puluh dua juta seratus 

lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma nol dua sen) per meter, 

nilai tersebut belum termasuk biaya asuransi, bunga bank dan resiko pengembang.  

PT. Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) sebagai pihak pengelola, saat ini 

menawarkan harga kios yang bervariatif, untuk nominalnya kami belum 

menghitung secara rincih dan pasti, karena seluruh biaya bangunan New 

Makassar Mall murni dari perusahaan tidak ada campur tangan dari APBD 

ataupun APBN, dari biaya bangunan tersebut maka di tetapkanlah harga 

yang berbeda di setiap lokasi yang strategis maupun yang tidak strategis, 

perusahaan tidak melibatkan Pemkot dalam menentukan harga kami hanya 

melibatkan pedagang, dan pada saat 2014 harga kios memang sudah 

diumumkan di publik dan pedagang bahwa Rp. 42.158,628,02 per meternya 

tetapi setiap tahun harganya pasti berbeda lagi, cara menentukan harga kios 

adalah jumlah anggaran yang dipakai untuk membangun di bagi dengan 

jumlah kios maka di ambillah nilai standar maka menghasilkan harga kios 

yang sekarang..(ungkap AB, Tim Pengelola New Makassar Mall 29 Juli 

2019). 

 

Harga tersebut dinilai terlalu mahal dan memberatkan bagi para pedagang 

sehingga memicu terjadinya konflik pada relokasi. Perbedaan persepsi dari para 

pedagang di pengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak 

yang bersangkutan. Ratusan pedagang menolak kebijakan pemerintah terkait 

relokasi pasar sentral dengan mendatangi gedung DPRD Kota Makassar, 

penolakan ini bukan tanpa alasan, pedagang mengatakan tidak sanggup berjualan 
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di New Makassar Mall. Pedagang masih berjualan di bahu jalan sehingga aparat 

terpaksa membongkar lapak-lapak para pedagang, pemerintahpun menurunkan 

excavator untuk menggusur lapak-lapak pedagang. Kebijakan pemerintah 

merelokasi pasar tersebut untuk kenyamanan bersama, supaya pedagang juga 

lebih nyaman dalam melakukan kegiatan us ahanya. 

Kepentingan dari berbagai pihak yang ada di pasar sentral saling 

berseberangan, sehingga pemilik kepentingan berusaha melawan pihak lainnya 

agar dapat memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kebanyakan alasan 

pedagang menolak kebijakan relokasi mahalnya biaya los & kios yang ada di 

dalam gedung New Makassar Mall. Kepentingan dari masing-masing pihak 

tersebut memicu munculnya konflik di antara pihak-pihak yang bersangkutan 

dalam proses relokasi pasar sentral makassar. 

Penulis menganggap relokasi pedagang sangat menarik untuk di teliti. Maka 

penulis melakukan penelitian yang berjudul “Tata Kelola Konflik Relokasi di 

Pasar Sentral (New Makassar Mall)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pendekatan keamanan dalam tata kelola konflik relokasi di pasar 

sentral (new makassar mall) ? 

2. Bagaimana pendekatan demokratis dalam tata kelola konflik relokasi di 

pasar sentral (new makassar mall) ? 
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3. Bagaimana pendekatan rekonsiliasi dalam tata kelola konflik relokasi di 

pasar sentral (new makassar mall) ? 

C. Tujuan Penelitian  

Dengan rumusan masalah penelitian yang di uangkapkan, di tentukan tujuan 

penelitian yang ingin di capai adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan keamanan dalam tata kelola 

konflik relokasi di pasar sentral (new makassar mall). 

2. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan demokratis dalam tata kelola 

konflik relokasi di pasar sentral (new makassar mall). 

3. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan rekonsiliasi dalam tata kelola 

konflik relokasi di pasar sentral (new makassar mall). 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian 

Ilmu Pemerintahan. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai dinamika dan 

konflik yang ada di masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan 

pertimbangan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan 

khususnya dalam hal relokasi pedagang pasar. Selain itu dapat dijadikan 

acuan dalam menangani konflik yang berkaitan dengan relokasi pasar. 
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b. Bagi masyarakat, masyarakat dapat memperoleh deskripsi yang jelas 

mengenai alasan dan tujuan pemerintah dalam mengambil kebijakan, 

khusunya relokasi pedagang pasar sentral Makassar, serta bagaimana 

pola penanganan konflik di ambil oleh pemerintah setempat. 

c. Bagi akademisi, sebagai pembanding dalam melakukan kajian mengenai 

konflik dalam proses relokasi pedagang pasar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Tata Kelola Konflik 

Istilah tata kelola konflik (conflict governance) belum cukup popular, ilmu 

sosial Indonesia lebih mengenal istilah manajemen konflik (conflict management) 

yang artinya suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh pelaku konflik atau 

pihak ketiga secara rasional dan seimbang, dalam rangka pengendalian situasi dan 

kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Kedua istilah tersebut 

tidak terlalu menyolok perbedaan walaupun conflict governance dianggap lebih 

mendasarkan diri pada konsep ideal demokrasi. 

Manajemen konflik merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam 

mengelola konflik yang akan dan sedang terjadi supaya dapat berada dalam situasi 

konflik yang fungsional. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan 

yang berorientasi pada proses yang mengarah pada bentuk komunikasi (termasuk 

tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mempengaruhi 

kepentingan (interrest) dan interpretasi. Bagi pihak luar (diluar yang berkonflik) 

sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang 

situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif diantara pelaku dapat terjadi jika 

ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. 

Manajemen konflik adalah seni mengatur dan menata konflik agar menjadi 

fungsional dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi 

(Komarudin, 1994:151). Manajemen konflik adalah langkah-langkah yang 
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diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah 

hasil tertentu yang mungkin/tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian 

konflik, dan mungkin/tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, 

bermufakat atau agresif (Ross, 1993:7). Manajemen konflik adalah suatu proses 

rasional yang sifatnya iteratif, dimana proses tersebut terjadi secara terus-menerus 

mengalami penyempurnaan hingga mencapai model Yng representtif dan ideal 

(Minnery, 1980:220). 

Konflik yang terjadi pada relokasi pasar sentral merupakan permasalahan 

yang melibatkan antara pengelola, pedagang dan pemerintah kota. Pemerintah 

kota dan pengelola pasar berwewenang dalam mengarahkan konflik agar tetap 

fungsional dengan teknik tertentu sesuai kebijakannya. Masalah-masalah yang 

menimbulkan konflik dapat dikendalikan dengan cara yang bijak, sehingga pelaku 

konflik (pihak-pihak yang terlibat dalam konflik) dapat memiliki sikap positif 

terhadap konflik yang sedang terjadi. Hal itu dapat menumbuhkan saling 

pengertian dan saling memahami perbedaan diantara individu ataupun kelompok. 

Tujuannya supaya tercipta situasi yang saling menguntungkan (fungsional) antar 

pihak yang terlibat konflik. Perselisihan atau pertengkaran yang terjadi dapat 

berakibat fatal, dan merugikan secara keseluruhan apabila tidak ditangani dengan 

tepat. 

Guna menangani konflik yang sedang terjadi, dapat diterapkan dimensi 

pendekatan-pendekatan konflik. Menurut Puspita (2018:100) pendekatan artinya, 

suatu proses, cara (hendak berdamai, bersahabat) atau perbuatan mendekati. 

Sebagai sebuah proses, pendekatan dilakukan secara bertahap sampai seseorang 
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hendak berdamai atau bersahabat. Susan (2009:27) menawarkan 3 dimensi dari 

lembaga tata kelola konflik demokratis, yaitu mekanisme keamanan (pendekatan 

keamanan), resolusi konflik dan pendekatan rekonsiliasi: 

1. Dimensi pertama pendekatan keamanan, merupakan upaya pengurung 

kebebasan terutama pada saat terjadi mobilisasi massa yang  membawa tanda-

tanda kekerasan. Aparat keamanan dalam hal ini adalah lembaga kepolisian 

menjadi penanggung jawab utama. Lembaga kepolisian harus memiliki 

kualitas dalam (a) memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat mobilisasi 

massa, (b) menilai dinamika konflik dalam masyarakat sehingga penanganan 

dini bisa segera diciptakan untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan, serta  

(c) melakukan persuasi terhadap massa yang telah siap menciptakan aksi  

kekerasan. 

2. Dimensi kedua adalah mekanisme resolusi konflik yang memiliki dua dimensi, 

yaitu dimensi judicial settlement dan negosiasi untuk win-win solution (saling 

menguntungkan) antar pihak yang terlibat konflik. 

3. Dimensi ketiga adalah pendekatan rekonsiliasi di setiap level kepemimpinan 

grass root. Mekanisme ini mendorong proses sosial pendamaian berkaitan 

dengan pembentukan kerukunan lintas kelompok massa pendukung. 

Rekonsiliasi merupakan salah satu tahap penyelesaian konflik yaitu dengan 

peace building (membangun perdamaian), memulihkan hubungan persahabatan 

pada keadaan semula. 

Pihak keamanan yang bekerja sama dengan pemerintah dan pengelola  

berantusias mengamankan lokasi relokasi pasar sentral Makassar sehingga 
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mengurangi kericuhan-kericuhan yang terjadi pada relokasi berlangsung. 

Pedagang terus melakukan aksi dan menuntut pengelola pasar untuk menurunkan 

harga kios di New Makassar Mall. Pemerintah melibatkan pihak keamanan pada 

relokasi pasar supaya ketenangan pedagang terjamin dan tidak menimbulkan 

konflik yang merugikan banyak pihak. 

Sedangkan dimensi mekanisme (pendekatan demokratis), resolusi konflik 

yang sedang di lakukan pemerintah untuk pengelola dan pedagang dengan cara 

persuasif dan negosiasi sehingga saling menguntungkan pihak yang terlibat 

konflik. Persuasif, cara pemerintah membujuk pedagang supaya menjadi yakin 

dengan dilakukan relokasi kedepannya akan saling menguntungkan baik 

pemerintah, pengelola maupun pedagang dan negosiasi yang dilakukan dengan 

memberikan gratis menjual selama 6 bulan dalam New Makassar Mall. 

Pendekatan rekonsiliasi atau pengendalian konflik dengan cara berdamai, 

pihak yang terlibat konflik akan berdamai dengan sendirinya jika kepentingan-

kepentingan pribadi dikesampingkan sehingga tidak ada lagi kericuhan atau saling 

membenci satu sama lain.     

 Secara ideal demokrasi seharusnya menampilkan tata kelola konflik yang 

memiliki tiga lembaga dimensi pengelolaan yang beroperasi secara dinamis. 

Walaupun pada setiap konteks konflik memiliki desain kelembagaan tata kelola 

konflik yang berbeda. Dimensi konflik demokratis memiliki tujuan utama 

mengubah conflict tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi 

konflik produktif yang muncul dalam bentuk dialog dan negosiasi damai. 
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Menurut pandangan (Peg, 2006:22-23) pendekatan konflik berasal dari 

anggapan sebagai berikut : 

a. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak 

pernah berakhir, atau perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di 

dalam masyarakat. 

b. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya, konflik 

merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. 

c. Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya 

disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. 

d. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasa atau dominasi oleh sejumlah 

orang atas sejumlah orang-orang lain. 

Pendekatan ini menegaskan bahwa konflik tidak hanya sebagai gejala yang 

melekat pada masyarakat tetapi konflik dianggap bersumber pada faktor yang ada 

di dalam masyarakat itu sendiri. Adanya kenyataan bahwa setiap masyarakat 

mengenal pembagian wewenang (otoritas) secara tidak merata dan mengakibatkan 

timbulnya kategori sosial yaitu mereka yang memiliki otoritas. Hal tersebut bagi 

para pendekatan konflik dianggap sebagai sumber timbulnya konflik-konflik, 

karena dalam pembagian otoritas akan menimbulkan kepentingan-kepentingan 

yang berlawanan satu sama lain. Dalam dimensi pendekatan konflik, masyarakat 

merupakan lahan dimana konflik-konflik itu muncul yang menyebabkan setiap 

individu mampu mendefinisikan situasi, menginterpretasi dan menegosiasi dengan 

lawan interaksinya. Dengan pendekatan ini masyarakat dikatakan sebagai unsur-

unsur yang saling terikat dalam suatu pola keteraturan tertentu. 
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Lanjut dari pada itu, konflik berasal dari kata kerja latin configere yang 

berarti saling memukul. Secara sosiologi, konflik di artikan sebagai suatu proses 

sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak 

berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya 

tidak berdaya. Konflik merupakan perasaan memegang peranan penting dalam 

mempertajam perbedaan-perbedaan yang sedemikian rupa sehingga masing-

masing pihak berusaha untuk saling menghancurkan. Konflik atau pertentangan 

merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk 

memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan 

ancaman atau kekerasan Soekanto dalam (Musrifah, 2015:8). 

Konflik dapat di artikan sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan 

muncul penghancuran, tapi konflik juga dapat dipahami sebagai sekumpulan 

permasalahan yang menghasilkan penciptaan penyelesaian baru (Wirawan, 

2010:129). Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan 

kepentingan antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak merasa 

diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. 

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan 

kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroveksi-kontroveksi yang 

muncul dalam berbagai peristiwa politik, di mana kontroveksi tersebut diawali 

dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses 

menjadi suatu konflik (Rangga, 2017:24). Konflik politik merupakan kegiatan 

kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, 

kebijakan politik, dan pelaksanaan, juga perilaku penguasa beserta segenap 
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aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara 

partisipasi politik (Surbakti, 2010:151).   

1. Konseptual Konflik 

Menurut (Soekanto, 2006:91-92) faktor penyebab terjadinya konflik secara 

umum yaitu:  

a. Perbedaan antara individu dengan individu 

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara 

mereka. 

b. Perbedaan kebudayaan 

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola 

kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan 

kepribadian tersebut. Seseorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit 

banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola 

pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula 

menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia. 

c. Perbedaaan kepentingan  

Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok ialah sumber lain 

dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam, ada 

kepentingan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Seperti kepentingan yang 

terjadi antara pedagang, pengelola dan pemerintah kota. Pedagang memiliki 

kepentingan untuk melanjutkan transaksi jual belinya, pengelola juga 

memiliki kepentingan untuk melariskan kiosnya, sedangkan Pemkot juga 
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memiliki kepentingan dalam memperbaiki infastruktur yang dapat 

meningkatkan PAD nya. 

d. Perubahan sosial 

Peruhana sosial yang berlangsung dengan cepat mungkin sementara waktu 

akan mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan ini menyebabkan 

terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. 

Sedangkan faktor penyebab konflik berkepanjang yang terjadi di pasar 

sentral mulai di bangun sampai dilaksanakan relokasi pada akhir tahun 2018 di 

sebabkan tingginya harga kios di dalam gedung New Makassar Mall dengan 

ukuran kios 2x2,5 meter untuk ukuran kios yang paling mahal dan tidak adanya 

transparansi harga sehingga para pedagang lebih memilih menjual di Blok B 

sampai pengembang menurunkan harga sesuai kemampuan ekonomi para 

pedagang, pengembang dalam menentukan harga hanya melibatkan pedagang dan 

tidak melibatkan Pemkot Makassar, walaupun hak menentukan harga adalah 

sepenuhnya ditentukan oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya sebagai pihak 

pengelola, namun pemerintah harus diundang untuk membahas harga dengan 

maksud mendiskusikan sebelum menentukan, karena bagaimanapun juga 

pemerintah merupakan bagian dari pasar sentral/New Makassar Mall. 

Selain itu harga umum kios pasar sentral Makassar tidak pernah diumumkan  

secara resmi bagi pengelola, pedagang yang ingin menyewa kios harus datang 

sendiri ke kantor PT. Melati Tunggal Inti Raya membeda-bedakan harga sesuai 

dengan strategisnya letak kios. Tidak transparannya PT. Melati Tunggal Inti Raya 
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dalam menaksirkan harga kios menjadikan pedagang kesulitan untuk mengambil 

keputusan apakah menyewa kios atau tidak. 

PT. Melati Tunggal Inti Raya sudah menyelesaikan bangunan dan menjual 

setiap kios tanpa memperhatikan pedagang korban kebakaran. Pengelola 

membuka penjualan kios secara umum atau dijual kepedagang baru yang ingin 

menempati kios bukan dengan mengutamakan pedagang korban kebakaran. 

2. Penyelesaian Konflik  

Resolusi konflik merujuk pada penyelesaian konflik nyata (manifes) dengan 

mengubah sikap, pandangan, tingkah laku dan juga tujuan akhir pihak-pihak yang 

terlibat. Menurut Pruit dan Robbin (dalam Susan, 2012:20) mengkategorikan lima 

cara penyelesaian konflik yang pertama strategi contending (bertanding), yaitu 

semua pihak mencoba menerapkan solusi yang mereka sukai. Kedua strategi 

withdrawing (menarik diri), yaitu semua pihak meninggalkan situasi konflik, baik 

secara fisik maupun psikologis. Ketiga strategi yielding (menyerahkan keputusan), 

yaitu salah satu pihak menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima lebih 

sedikit dari yang diinginkannya. Keempat strategi compromy (kerja sama), 

individu dengan kecenderungan berinteraksi dengan orang lain lebih penting dari 

tujuan pribadinya. Mereka lebih mengiginkan penerimaan dari orang lain. 

Baginya konflik akan menjauhkan dari keharmonisan. Kelima strategi problem 

solving (pemecahan masalah), seseorang menempatkan tujuan pribadi dan 

interaksi pada posisi yang tinggi. Konflik merupakan kondisi yang harus di cari 

solusinya untuk mencapai tujuan dan keharmonisan dengan orang lain. Individu 

menganggap bahwa konflik merupakan kondisi yang bisa meningkatkan interaksi 
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dengan orang lain dengan cara menurunkan tention (ketegangan) antara kedua 

belah pihak. Individu merasa puas jika konflik benar-benar terselesaikan. 

Sedangkan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemkot 

Makassar untuk konflik relokasi pasar sentral dengan melakukan negosiasi kepada 

PT. Melati Tunggal Inti Raya (pengelola) sehingga memberikan gratis menjual 

selama 6 (enam) bulan lamanya dalam gedung New Makassar Mall, dalam kurung 

waktu tersebut pedagang di harapkan bisa menerima kebijakan relokasi dan bisa 

berdamai seperti semula. Persuasif dan negosiasi terus dilakukan oleh Pemkot 

Makassar untuk meminimalisi konflik yang terjadi, ada pedagang yang menerima 

menjual gratis selama 6 (enam) bulan dan tidak kalah banyak pula pedagang  yang 

tidak menerima tawaran gratis menjual dalam gedung disebabkan tingginya biaya 

kios yang ada di New Makassar Mall. Persoalan ini masih terus berlanjut hingga 

sekarang karena belum adanya jalinan kesepakatan harga antara pedagang dan 

pengelola, pemerintah masih mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan 

polemik pasar sentral.  

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengambil kebijakan agar tidak 

menciptakan konflik baru pada relokasi pasar sentral. Upaya Pemkot dalam 

menangani konflik terkesan setengah-setengah, salah satu akibatnya adalah upaya 

penertiban relokasi seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari 

pedagang, tidak jarang para pedagang justru melakukan unjuk rasa menghujat 

kegagagalan pemerintah dan pengelola dalam menyediakan kios dengan harga 

terjangkau sehingga diperlukan adanya peran pemerintah untuk lebih bisa 

meyakinkan para pedagang atas kebijakan yang diambil. 
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Peran pemerintah sebagai penengah dalam menyelesaiakan konflik relokasi 

melalui negosiasi antar pengelola dan pedagang saling tawar-menawar 

(bargaining),  untuk mengubah pola pikir, kepercayaan dengan cara memberikan 

negosiasi yang lebih baik sehingga mencapai kesepakatan pada permasalahan 

relokasi pasar sentral. Tujuan dari adanya negosiasi ini adalah untuk menciptakan 

win-win solution dari permasalah yang terjadi. 

B. Konsep Relokasi Pasar 

1. Definisi Relokasi Pasar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di terjemahkan relokasi 

merupakan dimana membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, 

termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain, dalam 

relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak didalam perencaan dan 

pembangunan lokasi. Secara harfiah relokasi pasar adalah penataan ulang pada  

tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. 

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. 

Relokasi adalah salah satu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termasuk 

dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang 

sebelumnya kurang terberdaya (Setyaningsih dan Sosilo, 2014:5). 

Menurut Musthofa (2011:17) lokasi dan tempat relokasi baru adalah faktor 

penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan 

menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang 

pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. 
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Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu (tempatnya yang 

lama) dari segi karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi akan lebih 

memungkinkan relokasi dan pemilihan pendapatan berhasil. Idealnya tempat 

relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama asli untuk 

mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik. 

Relokasi pasar merupakan program yang diarahkan untuk menerapkan dan 

mengadopsi manajemen pusat pembelanjaan modern, terutama berkaitan dengan 

penanganan kebersihan. Program relokasi ini diharapkan mampu mengatasi 

kelemahan utama pasar tradisional yang identik dengan masalah kotor, becek dan 

bau sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung pasar. Dengan 

bertambahnya jumlah pengunjung maka bertambah juga jumlah pendapatan 

pedagang. 

Dalam proses relokasi ini tidak sepenuhnya berjalan seperti apa yang di hara 

pkan. Ada sebagian pedagang yang mau menerima keputusan pemerintah 

setempat untuk pindah ke pasar baru dan ada pula sebagian pedagang yang kukuh 

untuk tidak mau di pindahkan ke pasar baru. Para pedagang yang tidak mau 

pindah ke pasar baru ini kemudian membuat tempat tersendiri di sekitar new 

makassar mall. Perbedaan persepsi dari para pedagang di pengaruhi oleh adanya 

perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka relokasi yaitu pemindahan lokasi dari satu 

tempat ke tempat lain, di mana relokasi tersebut berhasil jika pemindahan lokasi 

yang baru, tidak jauh dari lokasi yang lama, sehingga komunikasi masyarakat dan 

jaringan sosial yang sudah baik masih bisa di pertahankan. 
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2. Pasar Tradisional dan Pasar Modern 

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya 

terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual 

maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual 

kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur 

sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga menjual 

kue tradisional dan makanan nusantara lainnya. 

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-

DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, 

pusat pembelanjaan dan toko modern,  dalam bab I ayat 3 bahwa pasar tradisional 

adalah pasar yang di bangun dan di kelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk 

kerjasama dengan usaha dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda 

yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau 

koperasi dengan usaha skala kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan 

melalui tawar menawar. 

Sedangkan pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang 

diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat 

berlangsungnya pasar ini adalah di mall dan tempat-tempat modern lainnya. 

Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan 

barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang 

dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian 
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terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak memenuhi 

persyaratan klasifikasi akan ditolak (Suryadarma. 2007). 

Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di  

gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang 

pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak). Pasar modern atau 

disebut juga gerai modern mulai beroperasi awal 1960-an di Jakarta. Arti modern 

disini adalah penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan 

dibagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, 

penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga professional. 

Modernisasi bertambah meluas pada dasawarsa 1970-an. Supermarket mulai 

diperkenalkan pada dasawarsa ini. Konsep one-stop shopping mulai dikenal pada 

tahun 1980-an. Kemudian konsep one-stop shopping ini mulai digantikan oleh 

istilah pusat belanja. Banyak orang yang mulai beralih ke gerai modern seperti - 

pusat belanja ini untuk berbelanja (Ekapribadi, 2007).  

3. Tujuan Relokasi Pasar 

Tujuan utama pemerintah melakukan relokasi pasar sentral tersebut untuk 

mengembalikan fungsi jalan yang sebelumnya di tempati oleh pedagang yang 

tidak memiliki lapak setelah kebakaran 2014 silam, selain untuk mengembalikan 

fungsi jalan pemerintah juga bertujuan untuk memperbaiki sekaligus merapikan 

pedagang-pedagang yang dulunya tidak teratur tata letaknya, para pedagang yang 

tidak sesuai jajarannya menjadi sejajar dengan berbagai macam jenis penjualan, 

dengan itu pemerintah melakukan relokasi tersebut supaya para pedagang 

mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kesejahteraan dan transaksi jual 
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beli pedagang lebih baik dan tambah lancar dari yang sebelumnya. Dengan 

melakukan relokasi pasar tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) melalui beberapa sektor penyumbang pajak pasar seperti pajak 

bangunan pertokoan, pajak lapak pedagang termasuk pajak lapak pangan 

tradisional dan pajak retribusi kendaraan dan sebagainya. Hal tersebut 

dikarenakan sektor pasar merupakan salah satu sektor unggulan penyumbang  

PAD di kota makassar. Bagi pemerintah kota dengan dilaksanakannya relokasi ini 

tentunya akan dapat menarik investor yang mampu menambah pendapatan 

pemerintah, jadi yang mendapat keuntungan bukan hanya penjual dan pembeli 

saja melainkan juga pengembang pasar dan pemerintah kota yaitu dengan adanya 

tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk keperluan-keperluan publik 

lainnya. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan berbagai konsep dan teori yang telah di temukan sebelumnya 

maka dapat disusun kerangka pikir yang merupakan penjelasan terhadap gejala 

yang menjadi objek permasalahn kita. Kerangka berpikir di susun berdasarkan 

tinjauan pustaka yang ada. Agar apa yang di uraikan dalam penelitian ini dapat di 

pahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka  berpikir seperti berikut: 
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D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian adalah 

tata kelola konflik relokasi di pasar sentral (New Makassar Mall) dengan beberapa 

indikator, pendekatan keamanan, pendekatan demokratis dan pendekatan 

rekonsiliasi. 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas maka yang menjadi deskripsi  

fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tata kelola Konflik relokasi di pasar sentral dengan tujuan dengan tujuan 

utama mengubah konflik tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan 

menjadi konflik dalam bentuk dialog dan negosiasi damai antara pihak yang 

berkonflik. 

2. Pendekatan keamanan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota 

untuk menekan konflik yang terjadi agar tidak sampai kepada tindakan 

Pendekatan Keamanan 

 

Pendekatan Demokratis 

 

 

Pendekatan Rekonsiliasi 

 

Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar Sentral 

(New Makassar Mall) 

Dalam proses perdamaian pihak-pihak yang 

berkonflik 
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kekerasan, berfokus pada aparat kepolisian di mana tugas kepolisian ialah 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meneggakkan hukum, 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pihak keamanan pada relokasi pasar sentral terus melakukan penjagaan 

mencegah terjadinya konflik susulan atau aksi demonstrasi yang merugikan 

banyak pihak. 

3. Pendekatan demoktatis, diarahkan pada tata kelola konflik relokasi pasar 

sentral dengan memecahkan sebuah permasalahan yang menjadi penyebab 

terjadinya konflik dengan mencarikan solusi dari konflik yang terjadi pada 

relokasi pasar sentral (New Makassar Mall) dengan cara: persuasif sebuah 

bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang 

lain, persuasif dengan membujuk secara halus supaya pedagang menjadi yakin 

dan cara kedua negosiasi sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang yang 

mempunyai bagian dalam konflik, ingin mencapai kesepakatan, serta mencoba 

mencarikan solusi dari konflik yang terjadi untuk mendapatkan situasi menang-

menang (win-win solution). 

4. Pendekatan rekonsiliasi, mendorong proses sosial perdamaian berkaitan dengan 

pembentukan kerukunan lintas kelompok yang berkonflik, memberikan 

pemahaman bahwa pentingnya nilai kemasyarakatan, musyawarah dan 

toleransi antar sesama. Rekonsiliasi salah satu tahap penyelesaian konflik yaitu 

dengan peace building (membangun perdamaian) pada keadaan semula. 

Perdamaian pada konflik yang terjadi pada relokasi masih dalam proses karena 

pihak terlibat konflik masih mempertahankan kepentingan masing-masing. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di pasar New Makassar Mall di Jl. Kyai H. 

Agus Salim, Ende, Wajo, Kota Makassar dengan Waktu Penelitian kurang lebih 2 

bulan lamanya, di mana objek penelitian yang akan di laksanakan di sekitaran 

wilayah pasar baru lokasi relokasi serta masyarakat di sekitaran pasar. Adapun 

alasan memilih objek lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi ini 

merupakan salah satu wilayah yang bermasalah terkait konflik yang di akibatkan 

kebijakan relokasi pasar yang di laksanakan oleh pemerintah kota makassar. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

karena bertujuan untuk menjelaskan hasil pengamatan dan wawancara yang telah 

penulis lakukan dan dokumentasi yang penulis dapatkan mengenai tata kelola 

konflik relokasi di pasar sentral (New Makassar Mall). Penulis akan mencoba 

menjelaskan terlebih dahulu akar masalah yang terjadi, kemudian menggunakan 

beberapa alat analisis masalah sebagai penjelasan yang lebih dalam. Penjelasan itu 

menggunakan argument yang jelas untuk memudahkan pembaca dalam 

menyimaknya. Data yang diperoleh coba digabungkan dengan argument penulis, 

sehingga saling menguatkan hasil penelitian.  

2. Tipe penelitian 
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Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, di maksudkan 

untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang 

diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan dengan data secara sistematis.   

Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) 

kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang 

berhubungan dengan penelitian. 

C. Sumber Data 

a. Data Primer, melalui wawancara langsung dengan informan yang 

berhubungan dengan focus penelitian. pada penelitian ini, data primer 

diperoleh dengan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan 

informan yang berkaitan dengan masalah relokasi pasar sentral Makassar. 

b. Data Sekunder, sebagai pelengkap dan pendukung data primer, diperoleh 

melalui buku-buku/tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian. Data 

sekunder merupakan data yang sudah di olah dalam bentuk naskah tertulis 

atau dokumen. 

D. Informan Penelitian 

Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purvosive 

sampling yaitu peneliti memilih informan secara sengaja yang dianggap 

mempunyai pengetahuan tentang masalah penelitian yang akan diteliti. Informan 

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat konflik secara langsung 

dengan PT. MTIR (Melati Tunggal Inti Raya) di pasar sentral. Dimana yang 

dimaksud disini adalah informan yang diharapkan mampu memberikan data 
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secara obyektif, netral dan dapat di pertanggungjawabkan. Adapun Informan dari 

peneliti ini yaitu: 

No Nama Pekerjaan 

1 Syafrullah (SR) Dirut PD. Pasar Makassar Kota Makassar 

2 Rahmat (RM) Anggota Tim Keamanan Relokasi dari Pihak 

Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar 

3 Rezki (RZ) Anggota Tim Keamanan Relokasi dari Pihak 

Satpol-PP 

4 Anti (AT) Pedagang Barang Pecah Belah 

5 Naisyah T Azikin (NTA) Pelaksana Tugas Sekda Kota Makassar 

selaku Ketua Tim Relokasi  

6 Andi Ashar Bachtiar (AB) Gendral Manager Tim Pengelola New 

Makassar Mall 

7 H. Parda (PD) Pedagang Pakaian 

8 Masri (MR) Pedagang Sepatu 

9 Zainuddin (ZD) Ketua Asosiasi Pedagang Makassar Mall 

(APMM) 

10 Cece (CC) Pengunjung/Pembeli 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para 

informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang 

mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain, adapun tehnik pengumpulan data yang di lakukan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala-

gejala yang di amati. Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan 

cara observasi langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang  

menempatkan diri sebagai pengamat (rocegnized outsider) sehingga interaksi 

peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, 
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peneliti mencatat apa saja yang di lihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk 

memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan di teliti. Lebih 

rincihnya observasi ini terkait dengan peran pemerintah dan pengelola new 

makassar mall dalam menyelesaikan konflik relokasi pasar sentral makassar. 

b. Wawancara 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara 

langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan 

yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur 

dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu 

dengan informan yang lainnya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di 

atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang di perlukan dengan 

menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini di 

maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi 

penelitian. Studi dokumentasi di lakukan dengan mempelajari buku-buku dan 

hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. 

F. Tehnik Analisis Data 

Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah 

di dapat
 

baik yang diperoleh dari wawancara, observasi ataupun dari studi 

terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum 

dan dikategorikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, 



30 

 

kategori-kategori yang telah diklarifikasikan tersebut dikontruksikan dengan 

pendekatan kualitatif dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga 

memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh. 

G. Pengabsahan Data 

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan kebenaran data yang 

akan di kumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Menurut 

Wiliam (dalam Sugiyono, 2010:2003) menjelaskan triangulasi didalam 

kredibilitas di artikan sebagai pengecekan data dari sumber berbagai cara dan 

waktu. Dengan itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data serta waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber di lakukan dengan bentuk pengecek data yang telah di 

peroleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan 

data dan pengujian data yang sudah di peroleh melalui hasil pengamatan, 

wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan 

hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik di lakukan dalam bentuk pengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data di peroleh dengan 

wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik 

pengujian kredibiitas data tersebut, menghasilkan data yang tidak sama, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 
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atau yang lain, untuk memstikan data mana yang di anggap benar atau mungkin 

semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda. 

3. Triangulasi waktu 

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang di 

lakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari 

pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah 

merasa jenuh dan di penuhi oleh banyak masalah. bila hasil uji menghasilkan 

data yang berbeda, maka di lakukan cara berulang-ulang hingga di temukan 

kepastian datanya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Pasar Sentral / New Makassar Mall 

Pasar sentral Makassar sudah mulai ada sejak zaman penjajahan. Dulu, 

namanya pasar Cina, karena lokasinya dekat dengan kawasan pemukiman dan 

bisnis orang Cina. Ketika H.M Daeng Patompo menjadi Walikota Ujung Pandang 

(1965-1978), pasar yang semula terletak di Jl.Lombok di geser satu kilometer ke 

Jl.Irian, areanya pun diperluas dan berganti nama menjadi pasar sentral. 

Kebakaran pertama yang melanda pasar sentral terjadi pada tahun 1991. 

Kondisi pasar sentral seperti pasar tradisional, bentuknya seperti kios-kios 

sederhana dan dipenuhi lapak-lapak yang hampir sepenuhnya berjualan kebutuhan 

rumah tangga. Sekitar tahun 1994, tiga tahun pasca kebakaran pasar sentral baru 

diresmikan dan berbentuk bangunan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas 

escalator atau tangga berjalan dan AC, setelah itu diberi nama Makassar Mall, 

dalam mall mulai ada tenant matahari depertemen store sehingga para konsumen 

yang ingin berbelanja dengan suasana nyaman, sejuk dan bersih akan lebih 

memilih masuk kedalam gedung ini. 

Pada tahun 2011, kebakaran kedua terjadi. Hal ini menjadi kebakaran 

terbesar dalam sejarah pasar sentral Makassar karena menghanguskan dan 

melahap semua bangunan yang letaknya dikelilingi beberapa ruko. Namun ini 

tidak menyurutkan semangat para pedagang di pasar sentral, walaupun sebagian 
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konsumen beralih ke pasar lain dan mall yang ada di Makassar. Para pedagang 

tetap membuat kios-kios semi permanen selama pasar sentral dalam proses 

revitalisasi. Tidak lama setelah itu, kebakaran terakhir terjadi pada tahun 2014 

yang menghanguskan kurang lebih 1.000 lapak dan 106 Ruko ludes seketika, 

musibah tersebut terjadi pada malam hari. Pada awal September 2016 pasar 

sentral di bangun ulang, bangunan pasar sentral terdiri dari 9 lantai dengan nama 

New Makassar Mall, pada akhir tahun 2018 para pedagang di relokasi di bangunan 

New Makassar Mall. 

2. Gambaran Umum Pasar Sentral / New Makassar Mall 

Pasar Sentral / New Makassar Mall berada tepat di Jl. KH Agus Salim, 

Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, merupakan tempat 

perbelanjaan modern bertingkat dan sekaligus pasar tradisional yang di konsep 

menjadi pasar semi modern yang ada di Kota Makassar. Pasar ini memiliki luas 

12.000 M
2
 dengan bangunan yang berukuran 23,895 M

2
, letak pasar sangat 

strategis dan mudah dijangkau oleh para pengunjung, menyebabkan pasar ini 

selalu ramai, karena berada di depan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan 

angkutan umum. Area pasar ini terletak di pusat kota dari wilayah Administrasi 

Kota Makassar selaku ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari 

MTC Karebosi, Karebosi Condentel, Lapangan Karebosi, Pasar Butung, Gedung 

Bank Indonesia, Balai Kota Makassar, Rumah Sakit Umum Akademis, Rumah  

Sakit Pelamonia, Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat dan Fort Rotterdam. 

3. Pembagian Tempat-Tempat Pedagang 

Rincian tempat penjualan di New Makassar Mall : 
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1. Lantai Basement : 

a. Blok A&D : Menjual Pakaian anak-anak dan dewasa, obat-obatan, kosmetik 

dan testil. 

b. Blok B: Aksesoris, sepatu, sandal dan tas 

c. Blok C: Barang pecah belah seperti piring, panci, gelas dll. 

d. Blok E: Menjual Alat Tulis Kantor seperti buku, pulpen, tempat-tempat 

berkas dll. 

2. Lantai Dasar: Menjual pakaian yang sudah jadi dan testil 

3. Lantai I hingga V : 

a. Pedagang Lama: menjual pakaian yang sudah siap di pakai dan testil 

b. Pedagang Baru: bebas menjual apa saja, kecuali ATM Center, barang 

elektronik HP, TV, Kulkas dll. 

c. Tempat mainan anak-anak, kios emerald, pujasera dll. 

4. Lantai III (tiga) : foodcour, aksesoris, matahari, elektronik, hp, sepatu, sandal 

dan tas. 

5. Lantai VI (enam) : khusus untuk parkir pengunjung dan pembeli  

6. Lantai VII (tujuh) : masjid, kantor pengelola new makassar mall dan kantor 

PD. Pasar. 

4. Jenis-jenis Pedagang di Pasar Sentral (New Makassar Mall) 

Pedagang yang menjual di pasar sentral (New Makassar Mall) ditempatkan 

menurut macam-macam barang dagangannya, maka pedagang tersebut 

digolongkan sebagai berikut: 

a. Pedagang di Blok A : Induknya Mall 



35 

 

Adalah pedagang yang menempati bangunan bertingkat yang berupa kios- 

kios kecil yang memiliki ukuran 2m x 2,20 dan 2m x 2,23. Bangunan ini di 

bangun oleh pihak swasta (PT.Melati TunggalInti Raya) sebagai pihak 

pengelola pasar New Makassar Mall yang bekerja sama dengan Pemerintah 

Kota Makassar. Di dalam mall ini menjual berbagai macam kebutuhan primer 

dan sekunder. 

b. Pedagang di Blok B : Ruko 

- Pedagang Kios / Lapak, adalah pedagang yang menempati bangunan ruko 

yang sebelumnya sudah hangus terbakar dan dibangun kembali berupa lapak 

oleh pemerintah kota dengan ukuran yang tidak begitu luas dan tidak 

bertingkat. Ciri lainnya yakni pintu dari kios/lapak ini terbuat dari ruling 

door dan pintu tripleks. Kios/lapak ini menjual berbagai macam pakaian, 

barang pecah belah, sepatu, sandal, tas dan sebagainya. 

- Pedagang Kaki Lima (PK5), adalah pedagang yang menjual dengan 

membawa gerobak yang berisi dagangannya. Contoh PK5 ini yang menjual 

di pasar ini seperti penjual bakso, kue keliling, penjual minuman dingin dan 

ada juga yang menjual pakaian jadi, kosmetik asessoris dan lain sebagainya.  

Pedagang yang menjual di Blok B ini sesuai perjanjian antara pedagang dan 

pemilik ruko bahwa pedagang siap mengangkut kembali barang dagangannya 

“siap pindah” apabila suatu saat roku akan di bangun kembali dengan waktu yang 

tidak di tentukan artinya bisa cepat bisa juga lambat. 
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Tabel 4.1 

Tarif Retribusi 

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2019 

 

Jenis pungutan di Blok A (induk mall) yang menentukannya yaitu PT. 

Melatitunggal Inti Raya, dengan nominal yang berfariatif dilihat dari seberapa 

luas dan strategis kios yang akan ditempati oleh para pedagang. Ada beberapa 

kriteria yang menjadi ukuran mahal dan murahnya kios di New Makassar Mall, 

pertama dari biaya kontruksi termasuk dengan nilai bahan bangunan New 

Makassar Mall seperti semen, pasir dll. Yang kedua, dari status kepemilikan 

sertifikat bagi pedagang resmi, ketiga posisi strategis atau tidak strategis dan yang 

terakhir ukuran luas kios. 

Sedangkan jenis pungutan di Blok B yang menentukan adalah PD. Pasar 

Makassar Raya di lihat dari status ekonomi para pedagang, ada pedagang yang 

menggatungkan hidupnya dengan hasil dagangannya setiap hari dan ada pula 

pedagang yang tidak masuk dalam gedung maka disediakan kios-kios dengan 

ukuran 2x2 M
2 

dengan tarif yang sama di setiap kios.  

 

No. Jenis Pungutan   Tarif Retribusi Total 

1 Kios Rp. 2,5 juta / Tahun  

 

Rp. 2.665.000 / Tahun 

2 Kartu Pedagang Rp. 150.000/ Tahun 

3 Distribusi Rp. 5.000 / Hari 

4 Keamanan Rp. 5.000/ Hari 

5 Listrik Rp. 3.000/ Hari 

6 Kebersihan Rp. 2.000/ Hari 
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5. Rekapitulasi Data Kios (New Makassar Mall)  

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Data Kios 

 

No. Lantai (Lt) Pedagang 

Lama 

Mall Booth Emerald Food 

Cour 

Septi Jumlah 

1 Lt. Basement 268 - - 171 - - 493 

2 Lt. Dasar 513 - - - - - 513 

3 Lt. Satu 41 45 4 - - 7 97 

4 Lt. Dua - 3 10 - - - 13 

5 Lt. Tiga - - - - 4 - 4 

Total Kios Buka 822 48 14 171 4 7 1066 

Sumber Data: Pasar Sentral Makassar (New Makassar Mall), 2019 

 

6. Sarana dan Prasarana di New Makassar Mall 

Untuk melengkapi kelengkapan tempat yang ada di New Makassar Mall, 

dengan harapan semua yang masuk dalam kategori penghuni New Makassar Mall 

aktivitasnya menjadi lancar. Di antaranya, dibangun parkiran dalam dan luar area 

bangunan serta parkiran di bangunan pasar. Selain itu di setiap lantai di sediakan 

AC, listrik dan terdapat beberapa toilet, musholla serta pos keamanan. New 

Makassar Mall juga di lengkapi dengan lift, escalator untuk memudahkan 

pengunjung dan pusat jajanan (food dan cour) serta tempat permainan anak-anak 

di lantai 3. 

B. Profil PD. Pasar Makassar Raya 

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya merupakan perusahaan yang 

ditunjuk langsung oleh Walikota untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan 

terhadap beberapa pasar tradisional di Kota Makassar. Kehadiran PD. Pasar 
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Makassar Raya selain dapat merumuskan formulasi arah kebijakan dan strategi 

untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk melengkapi sarana dan prasarana 

pasar, PD. Pasar Makassar Raya diharapkan pula dapat membiayai dirinya sendri 

sekaligus dapat memberi keuntungan dalam bentuk deviden kas Pemerintah Kota 

Makassar. 

1. Sejarah Berdirinya PD. Pasar Makassar Raya 

Pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional di tengah 

menjemurnya pasar-pasar modern membutuhkan investasi besar sementara disisi  

lain Pemkot menghadapi kendala dalam hal keterbatasan dana untuk melakukan 

investasi-investasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar membentuk 

Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya sebagai pengganti Dinas Pengelolaan 

Pasar dengan dasar pembentukannya Perda No. 4 Tahun 1999 tentang 

pembentukan PD. Pasar  Makassar Raya sebagaimana telah diubah dengan Perda 

No. 17 Tahun 2002 dan ditindak lanjuti dengan SK Walikota Makassar 

No.741/Kep/030/2003 tentang pemisahan sebagian barang milik Pemerintah Kota 

Makassar kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya. 

2. Struktur Organisasi PD. Pasar Makassar Raya 

Semua organisasi yang ada di dunia pasti memiliki struktur organisasi. 

Dalam struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi dapat berjalan dan 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

PD. Pasar Makassar Raya adalah salah satu perusahaan BUMD yang 

dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dan Walikota Makassar bertindak 
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sebagai owner (pemilik) perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar 

No. 12 Tahun 2006 tentang perusahaan susunan organisasi dan tata kerja PD. 

Pasar Makassar Raya. Maka struktur organisasi PD. Pasar Makassar Raya adalah : 

a. Badan Pengawas 

b. Direksi  

1) Direktur Utama 

2) Direktur Umum 

3) Direktur Operasional 

c. Satuan Pengawas Internal 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

e. Unsur Staf 

1) Bagian Umum 

2) Bagian Keuangan 

3) Bagian Fisik & Prasana  

4) Bagian Ketertiban & Kebersihan 

f. Unsur Pelaksanaan/ Unit-Unit Pasar 

1) Unit Pasar Makassar Mall 

2) Unit Pasar Terong 

3) Unit Pasar Butung 

4) Unit Pasar Kampung Baru 

5) Unit Pasar Pannampu 

6) Unit Pasar Kalimbu / Kerung-Kerung 

7) Unit Pasar Maricaya 
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8) Unit Pasar Sambung Jawa 

9) Unit Pasar Pasar Pa’baeng-baeng 

10) Unit Pasar Niaga Daya 

11) Unit Pasar Darurat 

g. Pembagian Tugas Setiap Unit 

Berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok pokok 

badan pengawas direksi dan kepegawaian PD pasar Makassar Raya maka di 

bawah ini penjelasan mengenai rincian tugas setiap bagian pada PD. Pasar 

Makassar Raya rincian tugasnya adalah: 

1. Direktur umum terdiri dari: 

a. Bagian umum dan bagian keuangan yang memiliki tugas: merencanakan, 

mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dari sub. bagian 

administrasi dan kepegawaian bagian pengelolaan aset serta bagian hukum  

dan humas. 

b. Mengkoordinir dan mengendalikan urusan kepegawaian 

c. Mengkoordinir dan mengendalikan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, 

dan pengawasan peralatan dan bangunan aset perusahaan daerah. 

d. Mengkoordinir dan mengendalikan penggunaan barang dan peralatan yang 

menjadi aset perusahaan daerah. 

e. Membuat kajian / pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

perusahaan daerah. 
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f. Mengkoordinir pelaksanaan pengurusan asuransi atas barang inventaris 

milik perusahaan daerah. 

g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugasnya. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi. 

Bagian Umum terdiri dari: 

1) Sub.Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. Mengelola penerimaan dan pendataan surat masuk dan keluar 

b. Menyiapkan surat dan menyampaikan ke alamat tujuan 

c. Melaksanakan pengetikan dan pengadaan surat laporan dan lain-lain 

d. Melaksanakan administrasi kepegawaian 

e. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan pegawai 

f.  Menerima tamu dan mencatat kehadiran karyawan perusahaan 

g. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 

h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepada sub bagian administrasi 

dan kepegawaian. 

2) Sub.Bagian Pengelolaan Aset, mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan administrasi barang serta inventarisasi lainnya 

b. Menyusun dan mengajukan rencana rencana kebutuhan dalam pengelolaan 

aset 

c. Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat 

d. Melaksanakan penertiban inventaris seluruh aset pasar 

e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban kantor 
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f. Mengurus pembayaran yang dibebankan kepada perusahaan seperti listrik, 

telepon, PBB, dll. 

g. Memberikan saran kepada kepala bagian umum 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan direksi 

3) Sub.Bagian HUMAS & Hukum, mempunyai tugas: 

a. Menerima dan menyalurkan berita perkembangan pasar 

b. Membuat kliping berita dan informasi pasar 

c. Melaksanakan dan menyimpan dokumen yang berharga berupa, Peraturan  

Walikota, SK Walikota, SK Direksi dan peraturan lain. 

d. Membuat jadwal sosialisasi kepada atasan sesuai bidang tugasnya 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub.Bagian HUMAS 

& Hukum. 

2. Bagian Keuangan mempunyai tugas: 

a. Menginventarisir, membuat perencanaan dan pengendalian atas sumber-

sumber pendapatan dan belaja serta kekayaan perusahaan daerah 

b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk peningkatan 

pelayanan dibagian keuangan termasuk pelaksanaan penagihan 

c. Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik dengan Bank atau 

lembaga keuangan lainnya baik pemerintah maupun swasta. 

d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran perusahaan daerah 

e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana laporan perhitungan hasil usaha 

berkala dan kegiatan perusahaan daerah 
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f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan tahunan perusahaan 

daerah 

g. Membuat evaluasi kegiatan perusahan daerah dibidang keuangan 

h. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

i. Memberi saran/pertimbangan kepadadirektur umum 

j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur umum 

Bagian Keuangan terdiri dari: 

1) Sub. Bagian Anggaran, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan  

daerah 

b. Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan dan belanja yang 

diajukan unit kerja perusahaan daerah 

c. Melaksanakan pengandalian dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran 

d. Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi terkait 

e. Membuat laporan perubahan permintaan anggaran sesuai bidang tugasnya 

f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan. 

2) Sub.Bagian Pembukuan mempunyai tugas: 

a. Menerima, mencatat, menyimpan arsip penerimaan dan pengeluaran 

perusahaan 

b. Membuat dan melaksanakan verifikasi jenis penerimaan dan pengeluaran 

perusahaan 



44 

 

c. Menyimpan dan memelihara dokumen pembukuan perusahaan 

d. Membuat laporan triwulan, tahunan penerimaan dan pengeluaran  

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian 

pembukuan 

3. Satuan Pengawasan Internal (SPI), mempunyai tugas: 

a. Menyusun program pemeriksaan tahunan untuk mengevaluasi realisasi 

pendapatan dan belanja perusahaan. 

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi semua harta 

kekayaan baik material maupun keuangan perusahaan daerah & mempertim 

bangkan, saran, tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan. 

c. Melakukan pembinaan dan pengawaan terhadap pegawai yang tidak 

melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Mengawasi realisasi pendapatan dan belanja perusahaan 

e. Melaksanakan pengawasan secara mendadak atau atas perintah direktur  

utama 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama 

4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pada 

perusahaan daerah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. 

5. Direktur Teknik, terdiri dari: 

Bagian bisik dan prasarana, mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pemeliharaan dan rehabilitas 

pasar 

b. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitas pasar 
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c. Melakukan kemitraan dengan pihak lain dalam pemeliharaan, rehabilitas, 

peremajaan, pengembangan dan pemeliharaan pasar 

d. Menyusun rencana pengembangan area pasar yang telah ada sesuai 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota 

e. Menyelenggrakan kegiatan administrasi dan promosi pasar 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama 

Bagian fisik terdiri dari: 

1) Sub. Bagian Rehabilitas, mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan administrasi perawatan dan rehabilitas pasar 

b. Menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan bangunan pasar dan sarana  

lainnya 

c. Melaksanakan rehabilitas bangunan pasar berdasarkan skala prioritas 

d. Membuat laporan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya 

e. Memberi saran dan pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai  

bidang tugasnya 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan 

prasarana 

2) Sub. Bagian Kemitraan, mempunyai tugas : 

a. Membuat dan menginterventarisasi pasar yang akan diremajakan 

b. Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan direhabilitas 

c. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai rencana pengembangan 

area dan peremajaan pasar 
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d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang 

tugasnya 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan 

prasarana. 

3) Sub. Bagian Perencanaan Fisik, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan kegiatan pendataan, analisa anggaran biaya peremajaan  

dan pengembangan pasar 

b. Melakasanakan kegiatan pengukuran dan penelitian kebutuhan tempat 

usaha 

c. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian peremajaan dan  

pengembangan pasar 

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang 

tugasnya 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian 

perencanaan. 

6. Bagian Ketertiban dan Keindahan, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pembinaan, ketertiban, 

kebersihan, dan keindahan pasar 

b. Mempersiapkan sarana dan prasarana bidang operasional keamanan, 

ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar 

c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan 

pembinaan, ketertiban, keamanan, dan keindahan pasar 

d. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh direktur utama 



47 

 

Bagian Ketertiban dan Keindahan, teridiri dari: 

1) Sub bagian kebersihan dan keindahan, mempuyai tugas: 

a. Melaksanakan dan menyusun jadwal kebersihan dan keindahan pasar 

b. Melaksanakan kebersihan dan keindahan pasardengan mengikutsertakan 

pedagang pasar 

c. Melakukan pengelompokan tugas di bidang kebersihan sesuai kelompok  

jenis jual 

d. Melakukan pengaturan papan bicara dan tong sampah masing-masing 

kelompok tugas di bidang kebersihan 

e. Melakukan pembersihan pasar secara bergiliran diunit-unit pasar 

f.  Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang 

tugasnya 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban 

dan keindahan pasar 

2) Sub bagian pembinaan dan penertiban, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan penertiban keamanan pasar 

b. Melaksanakan dan mengkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan 

pelaksanaan pembinaan dan ketertiban pasar 

c. Menyusul jadwal penertiban, kemanan secara terpadu untuk mematuhi 

kewajibannya 

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan susuai bidang 

tugasnya 
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e. Memberi saran dan pertimbangan dalam peremajaan pasar kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban dan 

keindahan 

7. Kepala Unit Pasar, dalam menjalankan kesehariannya dibantu oleh kepala 

urusan administrasi dan keuangan, kepala urusan penagihan dan pembukuan 

serta kepala urusan kebersihan, ketertiban dan pelayanan. Kepala unit pasar me 

mpunyai tugas: 

a. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan pasar yang 

berada dalam wilayah kerjanya 

b. Mengkoordinir danmengendalikan program-program pengelolaan pasar  

yang telah digariskan oleh direksi sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Kondisi Sumber Daya PD. Pasar Makassar Raya 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka sumber daya pun penting 

dan harus di tingkatkan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar pada tahun 

2019 di dukung oleh sejumlah sumber daya yang ada, diantaranya: terdiri dari 

personil yang menduduki jabatan direksi, karyawan, komisaris/badan pengawas 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Keadaan Pegawai PD. Pasar Makassar Raya 

1 Direksi  3 

2 Karyawan  569 

3 Komisaris/Badan Pengawas 3 
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Jumlah 575 

Sumber: Kantor PD. Pasar Makassar Raya Maret 2019 

Dari hasil tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah karyawan atau 

pegawai yang bekerja di PD. Pasar Makassar Raya adalah sejumlah 575 orang. 

Pegawai tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian direksi terdiri atas 3 orang, 

karyawan berjumlah 569 dan bagian komisaris/badan pengawas berjumlah 3 

orang yang bekerja pada PD. Pasar Makassar Raya. 

4. Visi dan  Misi PD. Pasar Makassar Raya 

 Visi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar yaitu  

“PASAR UNTUK SEMUA”. Hal ini didasari dengan persepsi mengenai pasar 

yang ada dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan menuntut adanya 

strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar 

meningkat di masa yang akan datang. 

Misi PD. Pasar Makassar Raya adalah: 

1) Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman dan nyaman 

2) Menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, harga 

murah dan terjangkau 

3) Menyediakan sarana dan prasaran pasar yang memadai 

4) Menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas, profesional, dan berdedikasi 

kerja tinggi 

5) Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada laba perusahaan. 

Tujuan BUMD, adalah: 

1) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam 

upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasana serta fasilitas penunjang  
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lainnya di bidang pasar 

2) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka 

pengembangan dan pembangunan daerah.  

5. Landasan Hukum dan Operasional PD. Pasar Makassar Raya 

1) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Pasar 

Makassar Raya Kota Makassar 

2) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok badan 

pengawas, direksi dan kepegawaian PD. Pasar Makassar Raya Kota 

Makassar 

3) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang perubahan perda No. 4 Tahun 

1999 

4) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang penggusuran pasar dalam 

wilayah daerah Kota Makassar 

5)  Peraturan Walikota Makassar No. 1 Tahun 2004 tentang petunjuk teknik  

pelaksanaan perda nomor 12 tahun 2004 

6) Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2006 tentang perubahan struktur dan data  

kerja PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar 

7) Keputusan Walikota Makassar Nomor 425/S.Kep/511.2/2011 tentang 

penunjukan PD. Pasar Makassar sebagai pengelola pasar milik pemerintah 

Kota Makassar 

8) Keputusan Walikota Makassar Nomor 741/Kep/030/2003 tentang 

pemisahan sebagian barang milik Pemerintah Kota Makassar kepada PD. 

Pasar Makassar Raya 
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9) Keputusan Walikota Makassar Nomor 290/Kep/910/2007 tentang 

pengesahan keputusan Direksi PD. Pasar Makassar Raya Nomor 

974/85/I/S.Kep/PD.Pasar/2007. 

C. Pendekatan Keamanan dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar 

Sentral (New Makassar Mall) 

Perselisihan yang terjadi antara para pedagang dan pengelola New Makassar  

Mall mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Ketika sebuah konflik terjadi 

sekali dan tidak berdampak pada citra buruk pemerintah maka dapat di pandang 

sebagai suatu yang tidak berbahaya. Namun ketika konflik dalam sebuah wilayah 

terjadi berulang kali dan berujung pada tindak yang tidak di inginkan maka 

pemerintah yang berkuasa pada wilayah tersebut turun tangan untuk 

meminimalisir konflik yang terjadi dengan memerintahkan aparat kepolisian 

untuk mengamankan wilayah relokasi demi menjaga keharmonisan para 

pedagang, penulis memfokuskan koordinasi kepada instansi yakni kepolisian 

dalam hal ini Polres Pelabuhan dan Pemerintah Kota Makassar. Penulis tidak 

memasukkan lembaga peradilan sebagai representasi yudikasi di negeri ini 

mengingat konflik relokasi sangat sulit untuk diadili karena banyaknya jumlah 

pedagang yang terlibat. Selain itu penulis juga menemukan adanya jalinan kerja 

sama antar pemerintah kota dengan pihak kepolisian untuk bahu-membahu 

mengamankan wilayah konflik tersebut. 

Konflik relokasi pasar sentral menimbulkan sebuah teka-teki yang belum 

ditemukan titik temu. Tata kelola konflik merupakan kunci utama untuk 

mengetahui sejauh mana proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh 
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pemerintah kota Makassar dalam hal ini kepolisian, selaku instansi yang berfungsi 

untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota agar potensi-potensi konflik susulan 

di pasar sentral bisa teratasi hingga ke akar permasalahan. 

Sesuai fokus penelitian terkait tata kelola konflik pada relokasi pasar sentral 

(New Makassar Mall) dicap buruk oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. 

“pemerintah menyerahkan 700-san lebih aparat personil gabungan untuk 

keamanan relokasi dari pihak Satpol-PP dan kepolisian, pemerintah tidak 

bisa mengatasi lebih dalam ketika sedang terjadi konflik, para pedagang 

seakan-akan tidak memperdulikan pemerintah bahkan diserang balik, maka 

dari itu diturunkan aparat keamanan untuk mengamankan lokasi relokasi” 

(Hasil wawancara dengan SR, Dirut PD. Pasar Makassar Raya tanggal 18 

April 2019)   

Berhubung karena pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi 

konflik. Maka penulis akan melakukan wawancara lebih mendalam dengan pihak 

kepolisian yang menjaga keamanan dan ketertiban relokasi pasar sentral dalam hal 

ini adalah polres pelabuhan makassar.  

Kepolisian mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,  

meneggakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat. Aparat kepolisian mengadakan kerjasama dengan pihak 

Satpol-PP untuk mewaspadai terjadinya konflik susulan. Oleh karena itu 

pemerintah dan seluruh aparat keamanan bahu-membahu mengupayakan cara 

penanganan kasus konflik relokasi pasar sentral dengan melakukan penjagaan 

langsung di sekitar lokasi relokasi serta turut membantu seluruh pedagang 

mengangkat barang dagangan pada tempat New Makassar Mall. Sesuai yang 

dijelaskan di atas maka hasil wawancara dengan salah satu aparat kepolisian yang 

bertugas mengamankan lokasi relokasi pasar sentral (new makassar mall). 
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“...kami dari pihak keamanan melakukan penjagaan dari awal relokasi 

hingga sekarang, kegiatan yang dilakukan yaitu selain menjaga terjadinya 

konflik susulan kami membantu para pedagang untuk mengangkat barang 

dagangan pada tempat yang sudah disediakan, pihak pemerintah 

menurunkan mobil eksavator untuk menggusur lapak-lapak pedagang yang 

masih berdiri kokoh di lokasi penampungan sementara, maka disitulah 

kericuhan mulai dilakukan oleh pedagang, tetapi sejauh proses relokasi 

berjalan belum ada oknum atau pihak yang diamankan untuk mencegah 

hkonflik, pihak kami akan tetap mengawal jangan sampai ada pembentrokan  

yang merugikan banyak pihak” (Ungkap RM, Anggota Tim Keamanan 

Relokasi dari Pihak Kepolisian 25 April 2019) 

Sesuai dengan wawancara yang di temukakan penulis bahwa pendekatan 

keamanan ini sangat berperan penting untuk menstrerilkan konflik yang terjadi, 

maka pendapat informan sebagai anggota Satpol-PP keamanan relokasi, 

mengatakan bahwa: 

“di lokasi pemindahan ini, ada 2 alat berat mobil eksavator yang di turunkan 

untuk merobohkan lapak yang sudah kosong, 500san aparat keamanan dari 

pihak Satpol-PP dan ada juga 200san lebih aparat kepolisian yang ikut 

mengamankan proses relokasi, selain menjaga keamanan, tim keamanan 

juga turut membantu seluruh para pedagang yang belum melakukan 

pengangkutan barang untuk dibawa pada tempat yang sudah disediakan, 

pihak kami sudah sepakat dengan PD. Pasar menjaga dan memindahkan itu 

hanya sebagai tehnis saja, yang pasti secara umum sudah berjalan dengan 

baik dan saling menghormati dan menghargai antar sesama, dan para 

pedagang juga sudah berbondong-bondong menjual dalam gedung, Artinya 

pedagang mulai menyadari mengapa pemerintah melakukan relokasi, demi 

kebaikan bersama dan lancarnya arus lalu lintas untuk masuk area pasar itu 

sendiri. Meskipun kami sempat di hadang oleh ratusan pedagang yang 

bersikeras menolak relokasi tapi tim keamanan tetap selalu siaga dalam 

menjalankan tugasnya. Setelah dihadang, tim keamanan kembali melakukan 

pemeriksaan dibeberapa lapak apakah sudah kosong atau belum, jika 

menemukan yang belum kosong kami pun siap membantu memindahkan 

barang-barang milik pedagang yang ingin masuk mengisi kios dalam 

gedung” (Ungkap RZ, Anggota Tim Keamanan Relokasi dari Pihak Satpol-

PP 23 April 2019). 

Senada dengan penyataan di atas adapun pernyataan dari pedagang penjual  

barang pecah belah, sebagai berikut: 

“..iya benar kemarin kami di bantu oleh tim keamanan untuk 

memindahkan barang dagangan kami, tapi kami yang masih bertahan 

disini bukan tanpa alasan melainkan kami menunggu di SK-kan harga 
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42.158.000 permeter tersebut, tapi sejauh ini SK harga tersebut belum di 

keluarkan, kami di perintahkan untuk memasuki kios di New Makassar 

Mall, terkait harga itu bisa dibicarakan sesudah relokasi, pernyataan itu 

kami kurang setuju karana kami juga butuh makan, makanya kami tetap 

bertahan disini disebabkan biaya kios dalam gedung itu terlalu mahal bagi 

kami..” (Wawancara dengan AT, 27 April 2019) 

Dari pembahasan dan hasil wawancara di atas mengenai pendekatan 

keamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tim keamanan relokasi,  

belum sepenuhnya berhasil meredam konflik dimana pihak kemananan turun 

langsung di lapangan untuk mengamankan lokasi, serta membantu para pedagang 

memindahkan barang dagangannya. Tingginya harga kios di New Makassar Mall 

membuat pedagang terus melakukan kericuhan dan demonstrasi menuntut 

pengelola supaya biaya kios diturunkan sesuai kemampuan pedagang. Pendekatan 

keamanan ini lebih kepada upaya pengamanan konflik sebelum dan sesudah 

konflik terjadi, sejauh ini situasi keamanan pada relokasi pasar belum kondusif 

karena masih banyaknya kecekcokan susulan yang membuat konflik relokasi ini 

belum terselesaikan dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus 

dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut. 

D. Pendekatan Demokratis dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar 

Sentral (New Makassar Mall) 

Berbicara tentang pendekatan demokratis yang di arahkan ke ranah tata 

kelola konflik pada relokasi pasar sentral (New Makassar Mall) yang masih 

menjadi perbincangan hangat baik pemerintah, pengelola maupun pedagang. 

Demokratisasi antar pedagang dan pengelola yang terlibat konflik ini di sebabkan 

karena adanya ketidakcocokan harga yang dikeluarkan oleh pihak pengelola 

pasar. Pemerintah selaku pihak yang bisa memberikan solusi bagaimana konflik 
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relokasi ini bisa teratasi sehingga tidak terjadi konflik yang berakibat fatal. 

Adapun usaha resolusi konflik pada relokasi pasar sentral dengan cara persuasif 

dan negosiasi yang masih terus dilakukan pemerintah hingga sekarang. 

1. Persuasif 

Persuasif adalah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 

mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasif dengan membujuk secara 

halus supaya pedagang menjadi yakin. Persuasif dianggap berhasil jika mampu 

memengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain dengan cara memaparkan 

berbagai alasan dan prosepk-prospek baik dari sebuah barang atau sebuah kondisi. 

Dalam kasus relokasi pasar Pemkot Makassar beberapa kali mengadakan 

pertemuan dengan pengelola pasar serta para perwakilan pedagang di Kantor 

Balai kota Makassar. Pertemuan dilakukan untuk sosialisasi atau 

menginformasikan kepada seluruh pedagang di penampungan sementara untuk 

dipidahkan dalam gedung New Makassar Mall. Pemerintah melakukan pendataan 

para pedagang sebelum relokasi berlangsung. Sebagaimana dijelaskan dalam 

wawancara dengan Ketua Tim Relokasi : 

“...pemerintah mengundang para pedagang dan pengelola pasar untuk 

membahas rencana relokasi serta harga kios di dalam gedung New Makassar 

Mall, relokasi akan tetap dilaksanakan karena tempat penampungan 

sementara pasca kebakaran di tahun 2014 silam akan di perbaiki, gedung 

pasar baru sudah rampung dibangun dan siap dioperasikan maka pemerintah 

kota melakukan relokasi, kami harap pihak pedagang bisa bekerjasama demi 

terlaksananya betonisasi di Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl 

KH Agus Salim. Hal ini dilakukan sosialisasi sehingga tidak terjadi hal-hal 

yang diluar dugaan sehingga memicu terjadinya konflik, dan terkait harga 

yang menjadi permasalahan pedagang, kami tidak mencampuri, itu urusan 

para pedagang dengan pengelola, yang kami lakukan adalah pengembalian 

fungsi jalan. Khusus biaya yang di permasalahkan pedagang itu urusan 

pedagang dengan pengelola. Sebelumnya pemerintah melakukan pendataan 

supaya pedagang mengetahui di mana kios yang  mau di tempati di dalam 
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gedung, maka dari itu pihak pengelolah melakukan perundingan untuk 

mendapat kios ...” (Hasil wawancara NTA, 02 Mei 2019). 

 

Senada dengan wawancara di atas Dirut PD. Pasar Makassar Raya Kota 

Makassar mengatakan sebagai berikut: 

“...dalam sosialisasi yang sudah diadakan di Balaikota bahwa informasinya 

pemerintah akan melaksanakan relokasi pedagang untuk mengisi kios New 

Makassar Mall dengan alasan SK penampungan pedagang pasca kebakaran 

dibahu Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH Agus Salim sudah 

dicabut, maka dari itu akan di laksanakan pengembalian badan jalan supaya 

aktivitas ekonomi kembali lancar..” (Hasil wawancara dengan SR, 02 Mei 

2019) 

Wawancara di atas salah satu upaya pemerintah dengan cara memberikan 

sosialisasi terkait akan diadakan relokasi, dengan meyakinkan pedagang bahwa 

kedepannya tidak adalagi kebakaran-kebakaran yang membuat para pedagang 

takut untuk pindah didalam gedung. Namun dalam proses relokasi berlangsung 

banyak pedagang yang menolak akan dilaksanakan relokasi disebabkan tingginya 

harga kios dalam gedung New Makassar Mall. Pendekatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Makassar untuk konflik relokasi yaitu pendekatan yang bersifat 

ekonomi dilihat dari sudut pandang pedagang yang berdagang untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga, Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan 

Dirut PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar: 

“...sekarang pihak PD. Pasar masih melakukan pendataan pada pedagang 

yang direlokasi untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pedagang  tidak 

memasuki gedung baru selain masalah harga, pemerintah memberikan 

kemudahan bagi pedagang yang tidak memiliki modal banyak untuk 

menjual di (Blok B), karena menurut hasil pendataan bahwa banyak 

pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari hasil dagangannya sehari-

hari, maka disediakan lapak sementara dan (Blok A, Induk Mall) bagi siapa 

saja yang sanggup menyewa kios. Untuk tarif retribusi yang di Blok A dan 

Blok B berbeda. Untuk Blok A tarif retribusinya dan biaya kios pengelola 

yang menentukannya. Untuk Blok B tarif reribusinya pemerintah yang 

menentukan..” (Ungkap SR, 02 Mei 2019) 
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Wawancara di atas menjelaskan tentang pentingnya pendekatan ekonomi 

untuk solusi dari masalah relokasi pasar sentral yang sudah dilakukan pemerintah. 

Pasar baru yang di bangun oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya sudah didesain 

secara khusus dengan model semi modern yang mampu menampung pedagang 

dalam jumlah yang cukup besar. Mengenai hal penundian kios, salah satu 

pedagang yang sudah masuk dalam New Makassar Mall: 

 “sebelumnya kami di data oleh pihak pengelola maupun PD.Pasar untuk di 

ketahui di mana posisi kios yang akan di tempati setelah relokasi. Pengelola 

menyediakan kios di Blok A (induk mall) dan pemerintah menyediakan 

lapak di Blok B, para pedagang mulai berdatangan ke pos pendaftaran dan 

mengambil kunci kios di New Makassar Mall di lantai 1 tempat kantornya 

dan kantor PD.Pasar di lantai 9” (Ungkap PD pedagang pakaian, 21 April 

2019). 

Wawancara di atas menjelaskan tanggung jawab pemerintah yang 

memberikan kemudahan supaya aktivitas jual beli masih terus dijalankan oleh 

para pedagang sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah mulai 

menggunakan cara persuasif untuk resolusi konflik yang terjadi antar pengelola 

dan pedagang dengan melakukan pendekatan ekonomi untuk meminimalisir 

konflik yang terjadi. Sejauh ini persuasif telah jalankan dan beberapa pedagang 

merespon positif kebijakan tersebut. Namun tidak kalah banyak juga pedagang 

yang bersikeras tidak ingin dipindahkan dengan alasan tingginya biaya kios di 

New Makassar Mall.  

2. Negosiasi 

  Salah satu cara untuk meminimalkan konflik dengan melakukan negosiasi.  

Negosiasi ialah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 

bagian dalam konflik, ingin mencapai kesepakatan, serta mencoba mencarikan 
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solusi dari konflik yang terjadi untuk mendapatkan situasi menang-menang (win-

win solution). Upaya mencarikan solusi dari konflik relokasi pasar dengan cara 

negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan pengelola jauh sebelum 

pembangunan New Makassar Mall. Masuk tahun 2018 negosiasi masih dilakukan 

oleh pemerintah, sehingga pada saat relokasi berlangsung negosiasi itu di terima 

oleh pengelola pasar dengan perjanjian gratis menjual selama 6 (enam) bulan 

lamanya dalam gedung New Makassar Mall, dalam kurung waktu tersebut 

pedagang diharapkan bisa menerima kesepakatan harga kios dalam pasar baru. 

Negosiasi dilakukan untuk mendapat jalan tengah dalam kasus relokasi supaya 

keadaan bisa diorganisir dalam melakukan penyelesaian konflik. 

Pemerintah melakukan negosiasi selanjutnya dengan para pedagang 

sebelum relokasi dilakukan pada akhir tahun 2018, terkait pengelola 

menggartiskan menjual selama 6 bulan di New Makassar Mall, ada sebagian 

pedagang yang menyepakati hasil dari negosiasi tersebut dan ada pula yang tidak 

menerimanya. Pedagang yang tidak menerima gratis menjual selama 6 bulan 

kembali membangun gerakan protes terhadap kasus relokasi pasar sentral. Telah 

dilakukan beberapa pertemuan dengan pemerintah yang akhirnya tidak 

membuahkan hasil pada proses negosiasi antara pemerintah dan pedagang yang 

masih memperdebatkan permasalahan harga kios pada New Makassar Mall.  

Berikut wawancara dengan ketua Tim Relokasi Pasar Sentral: 

“..dalam aksinya pedagang meminta pemerintah bersikap tegas pada 

pengelola sehingga tidak mengeluarkan harga yang diluar kemampuan, 

pemerintah sudah melakukan negosiasi dengan pengelola, pedagang 

diminta untuk mengisi kios New Makassar Mall gratis selama 6 bulan 

terkait masalah harga, pelunasan dan sebagainya itu mereka bisa 

menyelesaikannya dengan pengelola selama kurun waktu 6 bulan yang 
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sudah di gratiskan itu, negosiasi yang kami lakukan itu sudah di setujui 

oleh pengelola hanya saja kembali kepada pedagang apakah mereka 

menerima atau tidak..”(Hasil wawancara NTA, 02 Mei 2019).  

 

Senada dengan wawancara di atas Tim pengelola pasar New Makassar Mall, 

juga mengatakan :  

“...memberikan gratis 6 bulan adalah cara pengelola dan pemerintah untuk 

meringankan pedagang sehingga tidak adalagi yang menjual di bahu jalan 

dengan menggunakan mobil, tawaran itu di terima oleh sebagian pedagang 

dan langsung mengisi kios dalam gedung, setelah masa gratis habis ada 

pedagang yang tidak melakukan pembayaran sehingga pihak pengelola 

terpaksa malakukan penyegelan kios yang belum sama sekali membayar 

selama berakhir masa gratis yang sudah disepakati sebelumnya..”(Hasil 

wawancara AB, 12 Mei 2019) 

 

Mengenai alasan pemerintah melakukan relokasi ini untuk mengembalikan 

fungsi jalan yang selama ini digunakan oleh pedagang pasca kebakaran tahun 

2014 silam. Sesuai SK penampungan sementara pedagang di Jl Cokrominoto, Jl 

KH Wahid Hasyim, dan Jl KH sudah berahkir tahun 2018, maka diakhir tahun 

yang sama pemerintah melakukan relokasi pedagang dan akan melaksanakan 

perbaikan jalan dengan melihat kemacetan yang berkepanjang di sekitar pasar itu 

sehingga pemerintah mengambil langkah pelebaran jalan untuk bisa mengatasi 

kemacetan yang terjadi, dengan adanya perbaikan jalan ini akan membuat kota 

semakin terlihat indah dan bersih. Hal seperti ini di kemukakan dalam wawancara 

dengan Dirut PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar: 

“..tempat penampungan sementara berakhir pada tahun 2018, dan pada 

tahun yang sama maka dilakukan relokasi pedagang untuk memasuki 

gedung New Makassar Mall sehingga fungsi jalan ini harus dikembalikan 

seperti semula untuk bisa di manfaatkan oleh masyarakat umum, pemerintah 

meminta pedagang masuk ke dalam gedung supaya pelebaran jalan ini tetap 

dikerjakan..” (Ungkap SR, 02 Mei 2019) 
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Setelah fungsi jalan selesai dikerjakan oleh Dinas terkait, para pedagang 

masih terus melakukan demonstrasi. Pemerintah sebagai jalan tengah antara 

konflik yang terjadi melakukan pertemuan kembali antar pihak yang terlibat 

konflik, dalam pertemuan itu terjadi perdebatan antara pedagang dan pemerintah, 

pemerintah menganggap bahwa relokasi ini harus di lakukan supaya saling 

menguntungkan antar pihak. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa 

informan terkait seperti sebagai berikut ini : 

“..intinya kami tetap akan berjualan di luar gedung New Makassar Mall, jika 

pengelola ingin pedagang yang di Blok B masuk di dalam kami harap 

kebijakannya untuk menurunkan harga sesuai kemampuan kami, supaya ada 

titik temu masalah yang terjadi ini, kebijakan pemerintah juga dalam 

relokasi ini sebenarnya sama-sama menguntungka tapi di lain sisi kami 

merasa berat untuk masuk di dalam dan pemerintah memang sudah 

melakukan negosiasi pada kami..”(Ungkap MR, pedagang sepatu, 07 Mei 

2019) 

 

Aspirasi pihak yang berkonflik tidak direspon secara baik oleh pemerintah 

dan pengelola begitu pula sebaliknya. Pedagang tidak merespon baik apa yang 

disampaikan oleh pemerintah dan pengelola, sehingga pembahasan dalam 

pertemuan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu belum menemukan 

solusi untuk menyelesaikan konflik karena pihak-pihak yang terlibat konflik 

memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap relokasi pasar ini. Pedagang 

terus melakukan aksi demonstrasi dan masih banyak ditemukan pedagang yang 

menjual dibahu jalan, sesuai yang di sepakati sebelumnya bahu jalan hanya 

sebagai tempat penampungan sementara hingga gedung baru bisa digunakan 

untuk menjual. Negosiasi dilakukan terdapat tanggapan yang berbeda terkait 

solusi konflik antara pemerintah, pengelola pasar dan pedagang, pemerintah 

menganggap kebijakan relokasi ini sudah benar untuk mengembalikan fungsi 
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jalan seperti semula, pengelolah juga beranggapan bahwa harga yang sudah 

ditawarkan itu belum masuk keuntungan dan malah merugikan perusahaan, 

sedangkan pedagang menganggap mereka dirugikan karena harga yang kios diluar 

kemampuan, baru pelanggang tetap berkurang sehingga dapat mengurangi 

keuntunagn dari hasil pendapatannya. Dari tanggapan-tangapan tersebut bisa 

dilihat bahwa adanya kepentingan-kepentingan sehingga belum di temukan solusi 

yang baik antar pihak yang terlibat konflik. Akhirnya negosiasi sebagai resolusi 

konflik yang dilakukan pemerintah tidak membuahkan hasil yang berarti terhadap 

penyelesaian konflik pedagang semakin kecewa dengan adanya negosiasi tersebut. 

E. Pendekatan Rekonsiliasi dalam Tata Kelola Konflik Relokasi di Pasar 

Sentral (New Makassar Mall) 

Pendekatan rekonsiliasi disetiap level kepemimpinan grass root. Artinya 

rekonsiliasi ini untuk semua level, bukan hanya kalangan elit saja, namun  sampai 

akar rumputnya. Mekanisme ini mendorong proses sosialisasi antar pihak yang 

terlibat konflik dengan cara berdamai atau mempertemukan keinginan-keinginan 

dari pihak yang berselisih. Rekonsiliasi dapat dianggap sebagai bagian atau satu 

cara untuk menuntaskan konflik, dalam hal ini rekonsiliasi diperlukan agar 

persoalan-persoalan pasca konflik dapat dituntaskan. Pendekatan rekonsiliasi 

mempertemukan pihak-pihak terlibat konflik dengan harapan dapat meminimalisir 

potensi konflik yang akan muncul ke depannya. Rekonsiliasi diperlukan seorang 

penengah atau yang di sebut sebagai konsiliator yang sifatnya tidak memihak. 

Pemerintah kota sebagai konsiliator yang berhak dan memiliki kewenangan untuk 

menyampaikan pendapatnya mengenai perselisihan yang terjadi, akan tetapi ia 
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tidak berhak mengambil keputusan akhir atas perselisihan tersebut. Namun 

pemerintah di sini harus mengambil sebuah keputusan terkait konflik relokasi 

yang terjadi, karena tiada lain yang dapat memberikan solusi akhir dari konflik 

antar pengelola dan pedagang melainkan pemerintah setempat. Untuk lebih 

jelasnya penulis melakukan wawancara dengan Ketua Tim Relokasi terkait 

rekonsiliasi yang di lakukan dalam konflik relokasi pasar sentral, beliau 

mengatakan : 

“ pemerintah bertindak sebagai penengah dalam menangani konflik relokasi 

antar pengelola dan pedagang, dari hasil pertemuan yang selama ini 

dilakukan belum maksimal karena saling mengedepankan egoisme dan 

arogansinya sehinggan kedua kubu belum berdamai, pemerintah masih terus 

berusaha mencarikan solusi terbaik untuk polemik pasar sentral” (Hasil 

wawancara NTA, 02 Mei 2019). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi atau mencegah 

terjadinya konflik dan sekaligus untuk memberikan jalan tengah untuk mencapai 

perdamaian. Di mana pemerintah disini bertindak sebagai penengah atau penetral 

dari kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah harus bekerja keras dalam 

menciptakan perdamaian yang dimana kedua belah pihak masih bersikeras 

mempertahankan kepentingannya. Hal ini menunjukkan peran pemerintah 

sangatlah penting dalam memberikan solusi dari konflik tersebut yang akan 

semakin besar ketika tidak mendapatkan penanganan serius dari pemerintah 

setempat. Apalagi pemerintah sebagai pihak konsiliator dalam konflik tersebut. 

Lanjut wawancara bersama dengan salah satu ketua Asosiasi Pedagang Makassar 

Mall (APMM), terkait pendekatan rekonsiliasi konflik, beliau mengatakan bahwa: 
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“konflik relokasi harus benar-benar serius ditangani oleh pemerintah jika 

tidak ditangani dengan serius akan terjadi konflik yang berkepanjangan 

karena tidak adanya pihak yang mengalah. Pedagang akan berdamai dengan 

sendirinya jika harga kios diturunkan sesuai kemampuan para pedagang” 

(Ungkap ZD, 28 Mei 2019) 

 

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara di atas mengenai pendekatan 

rekonsiliasi bahwa pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi konflik 

tersebut. Di mana hanya pemerintahlah yang berperan aktif dalam meminimalisir 

terjadinya konflik, karena ketika tidak mendapat penanganan yang tepat dari 

pemerintah konflik dari kedua belah pihak akan semakin besar dan akan sulit 

menemukan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam 

konflik tersebut sangat penting untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. 

Upaya pendekatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah lagi-lagi tidak 

berhasil karena pihak-pihak yang berkonflik masih pada pendiriannya masing-

masing.  

Solusi untuk konflik relokasi pasar sentral diperlukan adanya kesadaran atau  

tanggung jawab dari pihak Pemkot Makassar, pengelola maupun pedagang untuk 

saling membagi dari harga yang telah di tawarkan oleh pengelola misalnya 

Pemkot Makassar menanggung 40%, pengelola juga menanggung 25% dan 

pedagang 35% dari biaya kios, sehingga konflik ini bisa terselesaikan, pemerintah 

benar-benar harus mengambil sikap tegas antara kedua belak pihak. 

Mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama perlu 

diterapkan oleh pihak yang terlibat konflik.  

F. Analisis Konflik Relokasi Pasar 

Konflik yang terjadi pada relokasi pasar pada akhir tahun 2018 di sebabkan  
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mahalnya biaya kios yang di keluarkan oleh pengembang untuk para pedagang. 

Perbedaan kepentingan yang menjadi permasalahan utama pada konflik yang 

terjadi pada relokasi pasar sentral, pihak yang terlibat konflik pada relokasi adalah 

konflik pedagang dengan pedagang, konflik pedagang dengan pengembang dan 

konflik pedagang dengan pemerintah. Oleh karena itu penulis menguraikan secara 

runtut konflik yang terjadi pada relokasi pasar sentral Makassar. 

1. Konflik antara Pedagang dengan Pedagang 

Konflik antar pedagang di Blok A dan Blok B disebabkan karena adanya 

perbedaan pendapatan dan minat pembeli. Konflik ini di dasari juga karena 

adanya kecemburuan sosial dan gesekan dari orang-orang yang memiliki 

kepentingan yang ingin di kuasai dalam memperoleh modal banyak. Konflik 

sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme di mana kelompok-kelompok 

dan batas-batasnya dapat terbentuk dan di pertahankan. Para pedagang tetap 

menginginkan sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan, bisa 

memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam 

kekuatan yang seimbang. 

a. Minat Pembeli 

Dimana minat pembeli di pada pedagang Blok B berkurang karena akses 

pada Blok A lebih gampang tidak harus membuang waktu untuk masuk kedalam. 

Seperti yang diungkapkan oleh pedagang di Blok A selaku pedagang pakaian: 

“minat pedagang pada Blok A sangatlah menurun dratis karena adanya 

pedagang di Blok B yang berjualan di luar sehingga orang enggan masuk 

berbelanja di dalam gedung (Blok A). Pembeli lebih memilih membeli di 

luar karena harganya lebih murah di banding harga barang yang di jual di 

dalam gedung dan biaya prarkir juga standar” (Ungkap PD pedagang 

pakaian, 22 Agustus 2019). 
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Dari paparan diatas disebabkan karena minat pembeli pada pedagang  Blok 

A yang sangat menurun berbanding terbalik dengan minat pembeli pada pedagang 

Blok B yang sangat laris manis yang menjual daganganya dengan mengobral 

harga yang kadang lebih murah dari pedagang Blok A. Hal ini sangatlah 

menghancurkan dan mematikan bagi pedagang Blok B yang menjual daganganya 

seperti  harga pasaran biasanya. Diungkapkan oleh pembeli oleh Bu Cece : 

“Saya lebih tertarik untuk membeli di luar karena tidak harus repot-repot 

masuk dalam mall. Kalau saya pembeli di pedagang (Blok B) tanpa harus 

masuk dalam mall saya bisa membeli aneka kebutuhan yang saya butuhkan 

di sini dan juga saya dapat menghemat waktu” (Ungkap CC pembeli, 22 

Agustus 2019) 

Minat pembeli pada (Blok B) sangatlah banyak berbanding  terbalik dengan 

minat pejual pada pedagang (Blok A) yang sangatlah sedikit dengan alasan-alasan 

yang sudah diungkapkan oleh pembeli yang lebih banyak memilih untuk membeli 

ke pedagang (Blok B) karena faktor  nyaman dan mudah. 

b. Pendapatan Ekonomi 

Dimana pendapatan ekonomi pada pedagang Blak A mulai menurun sebab 

sepinya pembeli. Salah seorang pedagang Blok A menanggapi pernyataan dimana 

pedagang A mengeluhkan keberadaan pedagang Blok B tentang pendapatan yang 

semakin hari semakin menurun drastic. Barang-barang yang dijual seperti gamis, 

barang pecah belah tidak laris manis seperti dulu. Sebagai mana di jelaskan dalam 

wawancara dengan penjual barang pecah belah sebagai berikut : 

“Semakin merosotnya pendapatan yang di peroleh dengan adanya pedagang 

Blok B. Semakin hari pedagang Blok B bukanya mengurang malah 

menambah, Bahkan jumlah pedagang Blok B ini kalau terus bertambah akan 
menandingi jumlah pedagang Blok A, Sangatlah merugi sekali bagi 

Pedagang Blok A dengan keberadaan pedagang di Blok B. Minat pembeli 
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pada pedagang di dalam mall sangatlah tipis” (Ungkap AT, 22 Agustus 

2019) 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Masri tentang keberadaanya sebagai 

Pedagang di Blok B :  

“Saya tau bahwa keberadaan saya salah tapi kami tidak sanggup menjual di 

dalam karena mahalnya biaya kios (Blok A) kalau saya berjualan disini saya 

tidak perlu membayar mahal. Dan kami siap pindah jika ruko di bangun 

oleh pemerintah” (Ungkap MR pedagang sepatu, 22 Agustus 2019) 

 

Dari konflik di atas dapat di simpulkan bahwa adanya asumsi-asumsi yang 

berbeda yang disertai tekanan dari pihak lain yang ingin memanfaatkan 

kepentingan ini. Konflik ini mengalami suatu perubahan dimana sering kali 

pedagang Blok B yang ditertibkan oleh kebijakan pasar. Inilah yang menjadi suatu 

titik penolakan dari pedagang Blok A yang tidak menerima ulah pedagang di Blok 

B yang membandel. Pedagang Blok A merasa sangat dirugikan sekali dengan 

pedagang di Blok B sebab pedagang Blok B di anggap merampas pendapatan 

pedagang Blok A. Penjual pedagang Blok A sangat sepi pembeli, karena pembeli 

biasanya berbalik arah untuk membeli ke pedagang di Blok B dengan alasan harga 

barang sangat murah. Keuntungan bagi pedagang di Blok B pembeli dapat secara 

langsung memilih barang-barang yang akan dibeli tanpa harus masuk ke dalam 

pasar, harus naik dalam gedung Blok A karena tempat pedagang Blok B ini 

dianggap strategis dan harganya juga sangat ekonomis dibanding dengan harga 

jual di Blok A.  

2. Konflik antara Pedagang dengan Pengelola 

Konflik pedagang dan pengelola ini di sebabkan karena mahalnya harga 

kios di dalam gedung New Makassar Mall. Penetapan harga oleh pengelola 

menjadikan pedagang melakukan serangkaian protes demonstrasi yang 



67 

 

mengakibatkan konflik ini masih berlanjut. Hal ini dilakukan ke Pemkot 

Makassar. Meskipun pedagang melakukan protes akan tetapi pihak pengelola 

tetap tidak ingin menurunkan harga, pengelola menaikkan harga dari harga 4,2 

juta permeter sesuai perjajian sebelumnya. Kenaikan harga juga bukan tanpa 

alasan melainkan biaya bangunan yang mencapai triliunan, seperti wawancara 

dengan Tim Pengelola New Makassar Mall  sebagai berikut: 

“biaya kontruksi mencapai triliunan sehingga kami mengambil harga 

standar dari setiap kios yang strategis dan tidak, di lihat juga dari luas kios, 

dan kepemilikan sertifikat, harganya bervariatif” (Ungkap AB, 22 Agustus 

2019) 

Penolakan harga yang di lakukan pedagang mulai di bongkarnya bangunan 

pasar lama pasca kebakaran 2011 hingga sekarang masih melakukan penolakan 

mengenai harga yang di tetapkan oleh pengelola seperti penjelasan Ketua APMM 

sebagai berikut : 

“iya mahal, pengelola membebani kios yang belum laku (kosong) ke 

pedagang resmi (pedagang yang bersertifikat). Jadi di hitung berapa kios 

yang sudah terisi atau terjual, dan semuanya di bebankan kepada para 

pedagang” (Ungkap ZD, 22 Agustus 2019) 

Tingginya harga kios membuat pedagang menolak masuk di menjual di 

dalam gedung pasar baru, pedagang hanya ingin masuk menjual di dalam apabila 

harga sudah disepakati oleh kedua pihak. Karena dalam menentukan harga 

pengelola tidak melibatkan pedagang dan Pemkot Makassar. Walaupun harga 

dalam menentukan harga sepenuhnya ditentukan oleh pengelola, namun 

seharusnya pedagang dan pemerintah diundang undung membahas masalah harga. 

Karena pemerintah dan pedagang merupakan bagian dari pasar sentral itu sendiri. 

Tidak transparannya harga yang dikeluarkan oleh pengelola membuat pedagang 



68 

 

kesulitan untuk mengambil keputusan menjual atau tidak di dalam gedung pasar 

baru (New Makassar Mall). 

Konflik antara pedagang dan pengelola muncul karena adanya kepentingan-

kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik. pedagang merasa 

pasca revitalisasi masih sepi pembeli sebelaiknya pengelola sudah mengubah 

pasar tradisional menjadi pasar yang berkonsep modern. Keinginan pedagang dari 

pengelola menurunkan harga kios sehingga semua para pedagang yang ada di 

Blok B mengisi kios yang ada di gedung baru. Konflik pedagang dengan 

pengelola menggambarkan jenis konflik pertahanan atau agrarian. Berbagai 

konflik tersebut umunya selalu disertai dengan kekerasan dalam demonstrasi. Jadi 

ada tiga kelompok yang yang mencakup masalah agraria yaitu pemerintah, 

pengusaha dan masyarakat. 

3. Konflik Pedagang dengan Pemerintah 

Pemerintah Kota Makassar melakukan penertiban terhadap pedagang yang 

masih menjual di bahu jalan pasca relokasi, tetapi penertiban yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Makassar membuat ricuh, ratusan pedagang menolak relokasi. 

Penolakan tersebut mulai tampakkan saat pedagang melakukan demosntrasi di 

Balai Kota Makassar menuntut pelaksanaan kebijakan yang dilakukan tidak 

menguntungkan para pedagang. Rencana relokasi yang dilakukan pemerintah 

untuk mengembalikan fungsi jalan yang selama ini digunakan pedagang untuk 

menjual sementara. Maka setelah bangunan pasar baru sudah rampung maka di 

lakukanlah relokasi. Berbagi kebutuhan masyarakat mungkin dapat dipenuhi 

dengan suatu keputusan politik, tetapi pemenuhan suatu aspirasi melahirkan 
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harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan, akan tetapi kelompok atau anggota 

masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau yang tidak diuntungkan dengan 

kebijakan yang ada tentu berupaya pula agar mempengaruhi pemerintah untuk 

mengubah kebijakan yang ada atau membuat kebijakan yang menguntungkan 

mereka kelompok masyarakat dalam hal ini pedagang Pasar Sentral Makassar 

merasa kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Makassar merugikan mereka, 

kebijakan yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Makassar hanya memaksakan 

kehendaknya untuk merelokasi pedagang ke bangunan baru Pasar Sentral 

Makassar. Padahal kondisi yang ada di internal pedagang yakni belum 

menyepakati harga yang ditawarkan pihak pengelola, Pemerintah Kota Makassar 

melalui PD Pasar Makassar Raya terkesan menekan pedagang agar menyelesaikan 

proses admnistrasi kepemilikan kios. Di satu sisi, pedagang masih menyuarakan 

aspirasinya ke pemerintah selaku pemilik lahan Pasar Sentral Makassar perihal 

harga kios yang mahal. PD Pasar Makassar Raya beralasan bahwa jalan raya yang 

dipakai untuk pasar darurat akan segera diperbaiki. Seperti penjelasan dari Dirut 

PD Pasar Makassar Raya sebagai berikut: 

“Walikota mengintruksikan agar pedagang segera di pindahkan ke dalam 

gedung New Makassar Mall, karena jalan sudah mau di perbaiki oleh dinas 

terkait” (Ungkap SR, 23 Agustus 2019) 

 

Sebelum mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi pedagang, Pemerintah 

Kota Makassar mengadakan pertemuan dengan ketua asosiasi yang ada di Pasar 

Sentral Makassar yang hasilnya ketua-ketua asosiasi sepakat untuk di relokasi 

sebelum bulan Ramadhan tahun 2018, setelah itu Pemkot Makassar melalui PD 

Pasar Makassar Raya mengeluarkan instruksi baru bahwa relokasi pedagang 
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diadakan akhir tahun 2018. Langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan 

dinilai terlalu tergesa-gesa karena masalah lain belum selesai, termasuk masalah 

harga kios. Aspirasi pedagang yang seharusnya di proses oleh pemerintah justru 

tidak di perhatikan, bahkan pemerintah terkesan berpihak kepada pengelola yakni 

PT Melati Tunggal Inti Raya. Padahal harapan pedagang adalah bagaimana 

pemerintah memberi pressure kepada pengelola agar harga kios yang ditetapkan 

oleh pengelola diturunkan. Konflik pedagang dengan pemerintah juga terjelaskan 

pada konflik karena adanya pola perilaku yang merusak atau interaksi control 

yang tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama atau 

faktor-faktor lingkungan yang yang menghalangi kerjasama serta waktu yang 

sedikit. 

Peran pemerintah adalah bagaimana mewujudkan kota yang indah, 

nyaman, rapi dan bersih tapi juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi bagi 

masyarakat kecil seperti PKL juga harus dicapai. Upaya pemerintah juga harus 

memperhatikan masyarakat karena jangan sampai ada yang merasa dirugikan. 

Masih adanya pedagang yang menjual di bahu jalan yang tidak tertata sangat 

menganggu tata ruang kota, tetapi disisi lain pedagang juga di butuhkan bagi 

masyarakat karena dagangan mereka terbilang murah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kebijakan pemerintah kota untuk merelokasi pasar sentral Makassar 

merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi pasar 

sebagai pondasi untuk meningkatkan PAD. Pedagang yang di relokasi di gedung 

New Makassar Mall merupakan korban kebakaran beberapa tahun silam. Ada 

beberapa hal yang menjadikan kebijakan relokasi pasar sentral mendapat 

resistensi dari para pedagang. Harga sewa kios New Makassar Mall yang menjadi 

faktor penyebab pedagang lama (pedagang resmi) tidak menempati pasar baru 

sehingga berjualan di luar area pasar karena harga kios sangat mahal bagi 

pedagang. Relokasi sudah berjalan lancar. Hanya saja sebagian pedagang tidak 

setuju di relokasi karena harga kios yang ditawarkan pengelola sangat mahal. Dari 

pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pendekatan Keamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tim 

keamanan relokasi, belum sepenuhnya berhasil meredam konflik karena sejauh 

ini situasi keamanan di sekitar New Makassar Mall belum kondusif disebabkan 

masih banyaknya kecekcokan susulan yang membuat konflik relokasi ini 

belum terselesaikan dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus 

dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut. 

2. Pendekatan Demokratis yang di arahkan dalam resolusi konflik relokasi pasar 

sentral (New Makassar Mall). Langkah-langkah persuasif dan negosiasi sebagai 

salah satu resolusi yang dilakukan pemerintah untuk pengelola pasar dan 
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pedagang yang menjadi media komunikasi selama relokasi sampai sekarang. 

Melalui pendekatan ekonomi pemerintah terus berusaha untuk meminimalisir 

konflik yang terjadi. 

3. Pendekatan Rekonsiliasi dalam konflik relokasi pihak pemerintah sangat 

dibutuhkan dalam mengatasi konflik yang terjadi, di mana usaha yang 

dilakukan pemerintah melalui pendekatan rekonsiliasi. Pendekatan rekonsiliasi 

pada relokasi pasar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan 

konflik belum bisa sepenuhnya berakhir damai. Pada relokasi ini pemerintahlah 

yang berperan aktif dalam meminimalisir terjadinya konflik, karena ketika 

tidak mendapat penanganan yang tepat dari pemerintah konflik dari kedua 

belah pihak akan semakin besar dan akan sulit menemukan perdamaian. Hal ini 

menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam konflik tersebut sangat penting 

untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Pendekatan rekonsiliasi 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pemahaman pentingnya 

persatuan di antara pihak yang terlibat konflik. 

B. Saran 

1. Kesungguhan pemerintah kota dalam memperbaiki infastruktur agar lebih 

konduksif harus didukung dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan 

matang sehingga proses relokasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan 

konflik. Pemkot yang betugas melindungi dan mengayomi pedagang belum 

dapat menemukan solusi yang baik untuk menangani konflik relokasi. Pihak 

kepolisian seharusnya meningkatkan pengamanan pada relokasi pasar 

berlangsung untuk menghindari kericuhan-kericuhan yang tidak diinginkan. 



73 

 

2. Bagi para pedagang agar menerima relokasi tersebut di laksanakan untuk  

ketertiban dan kesejahteraan umum. 

3. Diharapkan adanya transparansi biaya kios dalam gedung New Makassar 

Mall sehingga pedagang tidak kesulitan untuk mengambil keputusan apakah 

menyewa kios atau tidak. 
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